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Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 Terhadap Barang Jaminan Di BMT Madani Sepanjang Kecamatan Taman 
Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan. Skripsi ini 
bertujuan untuk mengetahui praktik jaminan di BMT Madani dan analisis hukum 
Islam terhadap praktik jaminan di BMT Madani  
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 
wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. 
Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama, praktik pembiayaan di 
BMT Madani adalah pembiayaan dengan menggunakan akad mura>bah{ah dengan 
jaminan berupa buku pemakaian stand pasar. Dalam transaksi sebelumnya terdapat 
perjanjian pemakaian stand antara nasabah dengan dinas pasar Sepanjang. Kedua, 
berdasarkan hukum Islam, praktik pembiayaan mura>bah{ah di BMT Madani dengan 
jaminan buku pemakaian stand pasar sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad 
mura>bah}ah, Fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/2000 tentang Mura>bah}ah dan Fatwa DSN 
No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Namun barang jaminan yang digunakan 
dalam pembiayaan mura>bah}ah tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad rahn yaitu 
tentang marhu>n dan marhu>n bih. Sehingga pembiayaan mura>bah}ah tersebut tidak sah 
karena dalam objeknya yaitu stand pasar adalah milik orang lain, meskipun buku 
pemakaian stand adalah milik nasabah. Karena buku tersebut merupakan bukti dari 
pemakaian stand pasar. Untuk jumlah dana yang diberikan BMT Madani kepada 
nasabah kurang sebanding dengan jaminan yang nasabah berikan ke BMT Madani. 
Kemudian dilihat dari segi UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam 
hal ini maka buku pemakaian stand pasar yang dijadikan sebagai jaminan utang di 
BMT Madani bertentangan dengan UU.  
Disarankan Bagi BMT Madani, dalam menerima barang jaminan sebaiknya tidak 
bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Apabila barang jaminan berupa 
buku pemakaian stand pasar dari nasabah sebaiknya tidak diterima. Dan BMT Madani 
harus bisa mempertahankan prosedur pembiayaan dari produknya. Bagi nasabah, 
sebaiknya tidak menggunakan buku pemakaian stand pasar sebagai jaminan di BMT 
Madani. Karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan apabila nasabah telat 
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A. Latar Belakang Masalah  
Islam merupakan agama yang diperuntukan bagi seluruh umat manusia 
yang ada di bumi. Ajaran Islam tidak hanya dikhususkan bagi umat Islam saja akan 
tetapi juga untuk semua umat manusia, baik umat Islam ataupun umat agama lain, 
karena Islam adalah rahmatan lil a>lami>n.1Bagi seorang muslim, Islam bukan hanya 
sebagai agama belaka dengan perintah untuk mengerjakan kewajiban ibadah seperti 
shalat lima waktu, berzakat, berpuasa pada bulan suci Ramadhan, akan tetapi 
merupakan suatu panduan dan sistem kehidupan bagi umat manusia.2  
Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam Firman-Nya dalam QS. al-
Baqarah ayat 208 yang berbunyi: 
 نينِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَّنِإ  
 ِنَاطْيَّشلا ِتاَُوطُخ اوُعِبَّت َت َلاَو ًةَّفاَك ِمْل ِ سلا فِ اوُلُخْدا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأَيَ  
 “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan 
itu musuh yang nyata bagimu.”3  
Di dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa ajaran Islam tidak hanya 
dibatasi oleh kegiatan ibadah semata namun seluruh kegiatan sehari-hari manusia 
termasuk 
 
1 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 5. 
2 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3. 
3 Kementerian Agama RI, Ar-Rahim al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikraj Khazanah 
Ilmu, 2013), 32.  



































dalam menjalankan kegiatan sosial seperti bermualah, haruslah sesuai dengan 
prinsip dan syariah Islam. Karena jika melakukan kegiatan bermualah dengan tidak 
berpegang teguh ajaran Islam maka setan akan siap untuk menjerumuskan ke 
perbuatan yang menimbulkan dosa. Islam adalah agama yang sempurna karena 
semua kejadian yang terjadi di masa lampau dan kejadian di masa yang akan datang 
sudah tertuang di dalam kitab suci umat Islam yaitu al-Qur’an. Oleh sebab itu 
hendaknya manusia sebagai makhluk sosial harus selalu berpegang teguh pada al-
Qur’an dalam melakukan segala aspek kehidupan manusia.  
Syariah Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun 
muamalah. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan 
keharmonian hubungan antara manusia dan sang pencipta. Dengan beribadah, maka 
manusia akan selalu ingat pada Allah Swt. Sedangakan muamalah diperlukan untuk 
menjaga hubungan dan keharmonisan antarmanusia serta mengatur kehidupan di 
dunia. Dalam muamalah Islam tidak membedakan antara umat muslim dan 
nonmuslim. Transaksi muamalah dapat dilakukan baik antara umat Islam atau 
antara umat Islam dan umat agama lainnya, karena muamalah merupakan kegiatan 
yang sifatnya horizontal yaitu hubungan antar umat manusia tidak terbatas pada 
umat Islam saja.1 Islam sangat menganjurkan kita untuk saling tolong menolong 
sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2: 
 
1 Ismail, Perbankan Syariah …,3-4. 



































 َين ِمآ َلاَو َدِئَلاَقْلا َلاَو َيَْدْلْا َلاَو َمَاَرْلْا َرْهَّشلا َلاَو َِّللَّا َِرئاَعَش اوُّلُِتُ َلا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َيَ
 ْنَأ ٍمْو َق ُنآَنَش ْمُكَّنَِمرَْيَ َلاَو  اوُدَاطْصَاف ْمُتْلَلَح اَذِإَو  ًنًاَوِْضرَو ْمِ ِبَّر ْن ِم ًلا ْضَف َنوُغ َت ْ ب َي َمَاَرْلْا َتْي َبْلا
  ِنا َوْدُعْلاَو ِْثْ ِْلْا ىَلَع اُونَواَع َت َلاَو  ٰۖىَوْقَّ تلاَو  ِبرْلا ىَلَع اُونَواَع َتَو  ۘاوُدَتْع َت ْنَأ ِمَاَرْلْا ِدِجْسَمْلا ِنَع ْمُكوُّدَص
باَقِعْلا ُديِدَش ََّللَّا َّنِإ  ََّۖللَّا اوُقَّ تاَو 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 
haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 
sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.”2 
 
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai manusia haruslah tolong-
menolong sesama manusia lain yang membutuhkan seperti bertransaksi jual beli, 
pembiayaan usaha, hutang piutang. Namun dalam pelaksannya kita dilarang 
melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Swt karena jika kita 
melanggarnya maka siksaan-Nya yang akan menghukum kita.  
Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang sangat bergantung satu 
sama lainnya untuk menjaga kerukunan antar masyarakat. Dalam kehidupan sehari-
hari manusia tidak bisa lepas dari bantuan manusia lain dalam memenuhi kebutahan 
hidupnya. Interaksi ini sudah ada sejak zaman dahulu sebelum manusia mengenal 
mata uang. Di zaman dahulu dalam memenuhi kebutuhan mereka, masyarakat 
 
2 Kementerian Agama RI, Ar-Rahim al-Qur’an dan Terjemahannya …,106. 



































menukarkan barang yang ia punya dengan barang lain yang mereka butuhkan untuk 
menunjang kehidupan sehari-harinya. Interaksi tersebut dalam masyarakat 
Indonesia disebut dengan barter (tukar menukar barang tanpa perantara uang). 
Namun dengan seiring berkembangnya zaman, interaksi barter yang dilakukan 
masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-harinya sudah mulai jarang 
dilakukan karena mata uang koin dan kertas sudah mulai bermunculan.  
Kebutuhan manusia semakin tahun semakin beragam sehingga 
menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang sangat 
pesat. Untuk memenuhi keberagaman kebutuhan manusia, maka banyak diantara 
manusia yang melakukan berbagai cara untuk menunjang kebutuhan mereka seperti 
halnya berhutang ke orang lain. Kemudian orang tersebut mengembalikan uangnya 
dengan sejumlah tambahan uang, tambahan uang inilah yang biasanya disebut 
dengan riba. Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun sejenisnya. Larangan 
supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah 
dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw.3 Riba dilarang dalam Islam karena riba 
merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba 
menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan 
mengembalikannya.4 
Kaidah fikih khusus di bidang muamalah:5 
 
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Perss, 
2001), 48.  
4 Ibid., 67. 
5 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006), 130.  



































اَه ْ يِِمرَتُ ىَلَع نلِْيلَد َّلُدَي ْنَأ َّلاإ ُةَحَبَ ِٕلاا ِةلَماَعُ
لما ِفِ ُلْصَلاا 
 “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
 
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap kegiatan bermualah 
pada dasarnya yaitu boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama 
(mud{a>rabah atau musya>rakah), perwakilan dan lain-lain kecuali dengan jelas dan 
tegas telah diharamkan oleh Allah SWT seperti yang mengakibatkan timbulnya 
kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.  
Alternatif yang bisa dilakukan untuk menanggulangi terjadinya riba yaitu 
dengan cara melakukan pengajuan produk pembiayaan di Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS), dimana produk pembiayaan ini tidak memungut bunga atau riba. 
Tak perlu susah payah lagi di zaman milenial ini masyarakat bisa melakukan 
transaksi pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya 
yaitu Baitul Ma>l Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lemabaga yang terdiri dari 
dua istilah, yaitu baitul ma>l dan baitul tamwil. Baitul ma>l lebih mengarah pada 
usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dan yang nonprofit seperti: zakat, 
infaq, dan sedekah. Adapaun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan 
penyaluran dana komersial.6 
Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu 
sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta dapat pula berfungsi 
 
6 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Prakti …,363. 



































sebagai institusi yang bergeak di bidang investasi yang bersifat produktif 
sebagaimana layaknya bank. Sedangkan tujuan dari BMT yaitu meningkatkan 
kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya.7Baitul Ma>l Wat Tamwil (BMT) menyediakan berbagai 
produk untuk melayani masyarakat dalam menunjang kehidupan mereka. Seperti 
pembiayaan yang disediakan BMT untuk usaha dalam pertanian, usaha 
perdagangan, pembiayaan sekolah dan usaha indutri-industri. Mereka juga bisa 
menyimpan uang mereka di BMT untuk persediaan tabungan masa depan. Produk 
dari BMT diantaranya yaitu: wadiah, mud{a>rabah, mura>bah{ah, qard{{. 
Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT yang memiliki produk 
seperti yang telah dijelaskan di atas adalah BMT Madani Sepanjang. Selain 
keempat produk tersebut BMT Madani Sepanjang menawarkan berbagai macam 
produk mulai dari sektor simpanan berupa simpanan mud{ara>bah, simpanan haji dan 
umroh, simpanan walimah, simpanan pendidikan. Sedangkan dari sektor 
pembiayaan yaitu berupa pembiayaan mura>bah{ah, pembiayaan musyara>kah, 
pembiayaan ija>rah.8 
Untuk menekan angka resiko yang terjadi dalam pengajuan pembiayaan 
seperti pembayaran macet atau nasabah kabur, pihak BMT Madani memberikan 
syarat kepada nasabah yaitu harus menyertakan jaminan kepada BMT Madani. 
 
7 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2009), 452.  
8 Hermami Nur Khayati, Kepala Operasional, Wawancara, Sidoarjo, 10 September 2019. 



































Jaminannya bisa berupa: sertifikat tanah, setifikat rumah, Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB) baik kenadaraan sepeda motor atau mobil, sertifikat simpanan 
berjangka. Hal ini dilakukan karena jika ada permasalahan maka barang jaminan 
tersebut bisa sebagai pengganti pinjaman. Selain alasan tersebut, ada alasan lain 
yaitu agar nasabah lebih berhati-hati dalam mengajukan pembiayaan karena 
transaksi ini bisa beresiko sewaktu-waktu dan memiliki rasa tanggung jawab serta 
tidak melanggar janji. Nasabah dalam memberikan barang jaminan haruslah barang 
milik sendiri atau kepemilikan individu bukan kepemilikan kerabat atau tetangga.9  
Jaminan dalam Islam disebut dengan rahn, pengertian rahn adalah 
menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 
diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan 
demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 
kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, 
artinya sebagai akad tambahan (jaminan/Colleteral) terhadap produk lain seperti 
dalam pembiayaan mura>bahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai 
konskuensi akad tersbut.10 
Lokasi BMT Madani yang sangat strategis yaitu terletak di jalan raya 
alternatif menuju ke Surabaya, yang sekaligus berdekatan dengan pasar Sepanjang, 
rumah sakit, dan sekolahan menjadikan BMT Madani selalu ramai dikunjungi oleh 
 
9 Ibid., Wawancara, Sidoarjo, 10 September 2019. 
10 Ismai, Perbankan Syariah …, 28-130. 



































para nasabah setiap harinya. Nasabah dari BMT Madani didominasi oleh para 
pedagang yang berjualan di pasar Sepanjang. Mereka bergabung menjadi anggota 
nasabah karena rata-rata mereka kekurangan biaya dalam mencukupi persediaan 
barang-barang yang mereka jual. Sehingga banyak diantara mereka yang 
mengajukan pembiayaan di BMT Madani. Pihak BMT Madani dalam pemberian 
pembiayaan untuk pedagang biasanya menggunakan akad mura>bah{ah. Karena pada 
dasarnya akad mura>bah{ah adalah bantuan penyaluran dana dari BMT Madani 
berdasarkan pada prinsip jual beli.  
Selain itu mura>bah{ah juga memberi banyak manfaat baik untuk BMT dan 
nasabah. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari 
penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem mura>bah{ah ini juga 
sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di 
BMT.11Dalam pengajuan pembiayaan akad mura>bah{ah mereka diwajibkan untuk 
menyertakan jaminan. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mura>bah{ah bahwa jaminan dalam mura>bah{ah 
dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan BMT Madani dapat 
meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.  
Barang yang dijadikan dalam pembiayaan mura>bah{ah yaitu berupa buku 
pemakaian stand pasar. Meskipun pedagang mempunyai ijin berupa buku tanda 
 
11 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik …, 106. 



































bukti izin pemakaian stand, akan tetapi bukti ini bukan merupakan bukti hak pakai 
sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 
tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mana 
dalam undang-undang tersebut hak pakainya jelas menggunakan lembaga jaminan 
berupa hak tanggungan.12 Sedangkan tentang hak tanggungan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.  
Melihat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yaitu tentang 
pemberian barang jaminan, dimana barang yang dijadikan jaminan adalah 
bertentangan dengan syarat barang jaminan yang ada dalam akad rahn, yang 
seharusnya barang yang disertakan yaitu barang atau agunan milik sendiri dan tidak 
terkait dengan pihak lain. Maka penulis akan menganilis permasalahan tersebut dari 
sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang yang kemudian menuangkannya 
dalam penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Terhadap Barang Jaminan Yang Bukan Hak Milik Di BMT 
Madani Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dimungkinkan ada 
cakupan masalah yang dapat di identifikasi dengan batasan masalah guna 
 
12 Nurul Masfuhah, Kios Pasar sebagai Objek Jaminan Kredit, Arena Hukum Vol 3 No. 5, 2016, 256. 



































memperjelas masalah yang perlu diteliti dan tidak perlu diteliti, diantaranya sebagai 
berikut:  
1. Praktik pembiayaan mura>bah{ah di BMT Madani Sepanjang 
2. Praktik penyerahan barang jaminan ke BMT Madani 
3. Praktik jaminan dengan menggunakan buku pemakaian stand pasar di BMT 
Madani  
4. Pengaruh jaminan terhadap pembayaran mura>bah{ah 
5. Analisis hukum Islam dan UU No 4 Thn 1996 terhadap barang jaminan dari 
nasabah. 
Batasan Masalah:  
Dari beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
penulis akan memberikan dua batasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Praktik jaminan dengan menggunakan barang jaminan di BMT Madani 
Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo 
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terhadap 







































C. Rumusah Masalah 
1. Bagaimana praktik jaminan dengan menggunakan barang jaminan di BMT 
Madani Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
terhadap barang jaminan di BMT Madani Sepanjang Kecamatan Taman 
Kabupaten Sidoarjo? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan yang akan diteliti, 
maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pembiayaan mura>bah{ah dengan 
jaminan di BMT Madani Sepanjang Kecamatan Taman Kabupten Sidoarjo 
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan mura>bah{ah 
dengan jaminan di BMT Madani Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten 
Sidoarjo. 
 
E. Kegunaan Hasil Penelitian  
Adapun kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah 
sebagai berikut: 
1. Secara teoritis  



































Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dalam bidang fiqh muamalah 
khususnya tentang pembiayaan mura>bah{ah dengan jaminan. 
2. Secara praktis 
a) Bagi masyarakat  
Kegunaan hasil penelitian bagi masyarakat yaitu diharapkan sebagai 
acuan dan pengetahuan tentang praktik pembayaran yang disetai dengan 
jaminan di BMT. 
b) Bagi pembaca 
Kegunaan hasil penelitian secara praktis ini diharapkan sebagai 
acuan dalam mencari solusi pemecahan masalah pada penelitian selanjutnya 
serta sebagai sarana dalam mencari literatur fiqh muamalah.  
 
F. Definisi Operasional 
Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan 
Yang Bukan Hak Milik Di BMT Madani Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten 
Sidoarjo”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan agar tidak terjadi 
kesalapahaman dalam memahami setiap kata dalam judul skripisi ini, maka penulis 
memberikan definisi dari judul skripsi ini sebagai berikut:  
Hukum Islam : yaitu norma atau peraturan atau ketentuan atau kaidah 
yang bersumber pada al-Quran, hadis, ijama’, qiyas, 



































 ijtihad dari para ulama, dan fatwa DSN MUI khususnya 
tentang mura>bahah dan rahn yang terkait dengan 
pembiayaan mura>bahah yang menggunakan jaminan. 
Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 
1996 
 
: yaitu undang-undang yang membahas tentang hak 
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah. Dalam pasal 4 yang membahas 
tentang obyek hak tanggungan, di ayat 1 menyebutkan 
bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak 
tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut, ada juga 
hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang 
berlaku wajib didaftar dan menurut sifantya dapat 
dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan.13 
Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan yang 
kemudian diberikan sertifikat. Dari penjelasan tersebut, 
dengan jelas bahwa surat keterangan pemakaian kios atau 
bukti pemakaian tempat usaha yang berupa buku tanda 
bukti izin pemakaian stand tidak termasuk dalam kriteria 
 
13 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
Yang berkaitan Dengan Tanah. 



































obyek hak tanggungan yang telah dijelaskan dalam pasal 
4. 
Barang jaminan  : yaitu aset atau barang nasabah yang ditahan oleh pihak 
BMT atas dasar antisipasi jika nasabah melakukan 
wanprestasi, maka aset atau barang tersebut dapat 
menutupi hutang nasabah. Jaminan nasabah yaitu berupa 
buku pemakaian stand pasar Sepanjang, dimana stand 
pasar tersebut adalah hak pakai dari dinas pasar 
Sepanjang. 
BMT Madani : merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, 
yaitu baitul ma>l dan baitul tamwil. Baitul ma>l lebih 
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan 
penyaluran dan yang nonprofit seperti: zakat, infaq, dan 
sedekah. Adapaun baitul tamwil sebagai usaha 
pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.14 
BMT Madani terletak di Jalan raya Bebekan kecamatan 
Krian kabupaten Sidoarjo. 
 
 
14 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis …, 
363. 



































G. Kajian Pustaka  
Dalam kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan pembeda terhadap 
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan skripsi yang terdahulu. Hal ini 
perlu dilakukan agar tidak terjadi kesamaan dari segi masalah atau objek yang 
dipermasalahkan. Untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis akan memberikan 
gambaran tentang permasalahan yang diteliti oleh skripsi terdahulu, yaitu sebagai 
berikut:  
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lisa Indah Purwitasari (2016) jurusan 
muamalah yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jaminan Dalam 
Perjanjian Kredit (Studi kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal). Skripsi ini 
ditulis dengan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum Islam mengenai 
perjanjian kredit yang dilakukan di BMT NU SM Al-Amanah Tarub Tegal. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit yang 
diberikan anggota kepada pihak BMT hanyalah merupakan tambahan, terutama 
untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu masalah. Jaminan dilakukan untuk 
menutupi angsuran dari pihak nasabah yang tidak bisa menyelesaikan angsurannya. 
Dalam hal ini maka pihak BMT NU Al-Amanah menjadikan barang jaminan itu 
sebagai penutup hutang dengan kata lain pihak BMT NU Al-Amanah melakukan 
penyitaan terhadap barang jaminan tersebut. Selanjutnya barang jaminan tersebut 
bisa dilakukan pelelangan sesuai harga pasar oleh pihak BMT NU Al-Amanah. 



































Namun praktik penyitaan barang jaminan ini tidak sesuai dengan akad yang 
dipernjanjikan.15  
Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Aifa (2017) jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jaminan Dalam Akad 
Ija>rah (Studi kasus pembiayaan multijasa di BMT Al-Hikmah Ungaran). Skripsi ini 
ditulis dengan bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik 
jaminan dalam akad ija>rah pada pembiayaan multijasa di BMT Al-Hikmah 
Ungaran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pada praktiknya pihak 
BMT Al-Hikmah tidak menyediakan barang yang akan disewakan dan juga 
memberikan pinjaman disertai dengan jaminan. Sedangkan dalam transaksi 
pembiayaan pinjaman disertai jaminan seharusnya menggunakan akad qard. Dalam 
syarat dan rukun ija>rah tidak menyebutkan penggunaan jaminan dalam berakad. 
Praktik jaminan dalam akad ija>rah dianggap sudah sah demi kemaslahatan bersama 
antara BMT Al-Hikmah Ungaran dengan anggota. Apabila dilihat dari 
kemaslahatan dan kemudharatan dari jaminan maka banyak kemashlahatan bagi 
pihak BMT dan pihak anggota. Dimana pihak BMT bisa menghilangkan rasa 
kekhawatiran jika sewaktu-waktu terjadi resiko seperti nasabah melakukan 
wansprestasi.16  
 
15 Lisa Indah Purwitasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Prektek Jaminan Dalam Perjanjian 
Kredit: Studi Kasus Di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal” (Skripsi-- UIN Walisongo Semarang, 
2016). 
16 Nur Aifa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Akad Ija>rah” (Skripsi-- UIN 
Walisongo Semarang, 2017) 



































Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fatoni (2019) Prodi Hukum 
Ekonomi Syariah dengan judul Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Transaksi 
Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota 
Surabaya. Dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa dalam praktik utang piutang 
ini pemilik lahan parkiran membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, sehingga 
pemilik lahan parkiran mencari pinjaman uang kepada seorang kreditur. Untuk 
meyakinkan kreditur, pemilik lahan menawarkan lahan parkirannya sebagai 
jaminan, dimana kreditur diberi hak kelola sementara untuk dikelola oleh kreditur 
dimana hasil dari pengelolaan lahan parkirnya diambil oleh pihak kreditur selama 
peminjam utang piutang tersebut belum dilunasi. Ketentuan akad utang piutang ini 
berakhir apabila si pemilik lahan parkir dapat melunasi utangnya.17 
Keempat, skripsi yang ditulis oleh Febriyani Kurnia Putri (2019) Prodi 
Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan PP NO 51 
Tahun 2011 Terhadap Status Pembiayaan Dengan Jaminan Barang Yang Belum 
Menjadi Milik Sah Di Pegadaian Syariah. Dalam skripsi ini membahas tentang jual 
beli logam di pegadaian syariah, dimana pembeli membeli emas di pegadaian 
Syariah dengan cara diangsur dalam jangka waktu beberapa bulaan, dalam 
pembelian emas ini nasabah tidak bisa langsung memliki logam mulia tersebut. 
Karena nasabah harus melunasi angsurannya dan menjadikan logam mulia tersebut 
 
17 Achmad Fatoni, “Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Transaksi Utang Piutang Dengan Jaminan 
Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) 



































sebagai barang jaminan atas sisa angsuran yang sedang berjalan. Selama transaksi 
angsuran pembayaran emas belum selesai, pihak pegadaian Syariah 
memperbolehkan melakukan transaksi lainnya di pegadaian syariah.18 
Kelima, skripsi yang ditulis Malihah (2017) Prodi Muamalah dengan judul 
Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang 
(Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang 
Padang Kabupaten Tanggmus). Dalam skripsi ini membahas tentang peminjaman 
uang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, mereka melakukan peminjaman uang 
karena untuk kebutuhan sehari-hari atau keperluan mendesak. Dalam akad 
peminjaman uang (ariyah) ini pihak peminjam uang menjaminkan suatu barang 
yang bukan miliknya sendiri kepada kreditur. Dimana barang tersebut adalah barang 
pinjaman yang dipinjam oleh peminjam untuk meyakinankan kreditur agar 
dipinjami uang. Barang yang mereka jaminkan umumnya berupa emas, atau barang-
barang elektronik. Barang pinjaman tersebut hakekatnya belum jelas status 
penguasaan kepemilikannya, karena barang pinjaman bukanlah hak milik yang sah 
sebab ada hak orang lain yang lebih sah.19  
Dari kelima skripsi yang telah dijelaskan penulis, jika dilihat dari segi 
tema yaitu jaminan maka memiliki unsur kesamaan dengan penelitian yang akan 
 
18 Febriyani Kurnia Putri, “Analisis Hukum Islam Dan PP NO 51 Tahun 2011 Terhadap Status 
Pembiayaan Dengan Jaminan Barang Yang Belum Menjadi Milik Sah Di Pegadaian Syariah” 
(Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).  
19 Malihah, “Prodi Muamalah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang 
Dijadikan Jaminan Hutang” (Skripi-- IAIN Raden Intang Lampung, 2017).  



































penulis lakukan. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Terhadap Barang Jaminan Yang Bukan Hak 
Milik di BMT Madani Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”, maka 
yang menjadi pembeda skripsi ini dengan kelima skripsi di atas yaitu penulis lebih 
berfokus terhadap pembiayaan mura>bah{ah dengan barang jaminan yang berupa 
buku pemakaian stand pasar Sepanjang, dimana nasabah hanya memiliki hak untuk 
memakai atau memanfaatkan obyek yang disewanya. 
 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut 
penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.20 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut:  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana sifat alur 
pemikirannya bersifat deduktif.21 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif tentang 
analisis hukum Islam terhadap barang jaminan yang bukan hak milik di BMT 
Madani Sepanjang.  
 
20 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68. 
21 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial  (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2012), 98. 



































2. Data Yang Dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  
a. Praktik jaminan dengan menggunakan barang yang bukan hak milik dan 
pendapat pihak BMT dan nasabah mengenai manfaat barang yang dijadikan 
sebagai jaminan 
b. Data tentang hukum penjaminan barang dengan menggunakan barang yang 
bukan hak milik dari nasabah 
3. Sumber Data  
a. Sumber primer  
Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah 
data dihasilkan.22 Sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:: 
1) Direktur BMT Madani Sepanjang 
2) Karyawan BMT Madani Sepanjang 
3) Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Madani Sepanjang  
b. Sumber sekunder  
Sumber sekunder merupakan sumber sumber data yang diperoleh 
atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data 
primer, data sekunder ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan 
 
22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif 
untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik,Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2013), 129. 



































hasil penelitian terdahulu yang berbentuk laporan.23 Sumber sekunder dari 
penelitian ini adalah:  
1) Surat perjanjian akad mura>bah{ah 
2) Surat wakalah 
3) Kwitansi pembayaran 
4) Brosur  
5) Buku pemakaian stand pasar Sepanjang 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan teknik 
tertentu dan instrument tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang 
telah ditentukan. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa teknik apa 
yang akan dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam suatu 
penelitian hukum tergantungbpada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum 
yang akan dilakukan.24 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa:  
a. Wawancara  
Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah 
satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu 
tujuan tertentu.25  
 
23 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 88. 
24 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), hlm177. 
25 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmi-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2012), 118.  



































Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara 
langsung kepada pihak BMT Madani Sepanjang dan nasabah yang 
bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan detail tentang 
barang jaminan yang bukan hak milik nasabah yang dijadikan jaminan 
dalam pembiayaan mura>bah{ah di BMT Madani Sepanjang. 
b. Dokumentasi   
Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 
peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 
melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 
langsung oleh subjek yang bersangkutan.26 Dalam teknik dokumentasi ini 
penulis akan mengumpulkan serta mengamati data yang berupa bosur, 
kwitansi, surat kuasa, surat tanda terima, dan lain-lain yang terkait 
pembiayaan murabahah yang disetai dengan jaminan, berkas-berkas barang 
jaminan dari nasabah. Pengumpulan dokumen dimaksudkan untuk 
memperoleh bukti secara nyata tentang situasi yang terjadi dan berguna 
sebagai barang bukti kejadian yang telah terjadi.  
5. Teknik Pengolahan Data 
a. Editing  
Editing adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari segi 
kesempurnaannya, kelengkapan jawaban yang diterima, kebenaran cara 
 
26 Ibid., 143. 



































pengisiannya, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, 
relelvansinya bagi penelitian maupun keragaman data yang diterima 
peneliti.27  
Teknik editing ini bertujuan untuk mengkoreksi kesalahan-
kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam pencatatan data di lapangan, 
yang kemudian apabila ada kesalahan maka akan diperbaiki sedangkan jika 
ada kekurangan maka akan dilengkapi. Teknik editing ini digunakan penulis 
untuk memeriksa data-data yang telah dieperoleh yang terkait dengan praktik 
barang jaminan yang bukan hak milik di BMT Madani Sepanjang. 
b. Organizing  
Organizing yaitu teknik menyusun data-data editing sedemikian 
rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.28 Teknik 
organizing ini digunakan penulis untuk menyusun kembali secara sistematis 
terhadap data-data yang telah di edit guna menghasilkan laporan skripsi yang 
terstruktur. 
c. Analizing  
Teknik analizing ini digunakan penulis untuk merumuskan dan 
menggali data-data yang terkait dengan pelaksanaan praktik terhadap barang 
 
27 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum …,197. 
28 Andi Prastowo, Metedologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan penelitian, 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210. 



































jaminan yang bukan hak milik di BMT Madani Sepanjang sehingga mencapai 
suatu kesimpulan. 
6. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah 
menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan 
diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data 
yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan 
tidak biasa atau menimbulkan prespektif yang berbeda-beda.29 
Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 
data kualitiatif. Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan secara simultan 
antara lain melakukan pengumpulan data dari lapangan, membaginya ke dalam 
kategori-kategori dengan tema-tema yang spesifik, memformat data tersebut 
menjadi suatu gambaran yang umum, dan mengubah gambaran tersebut menjadi 
teks kualitatif.30 
Analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dengan 
metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan atau menjabarkan data 
yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Serta untuk menggambarkan 
fakta tentang mekanisme praktik pembiayaan mura>bah{ah dengan menggunakan 
barang jaminan yang bukan hak milik di BMT Madani Sepanjang. 
 
29 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmi-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2012),158. 
30 Ibid., 162. 



































Untuk analisis hukum Islam menggunakan pola pikir induktif guna 
mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang kemudian diletakkan 
dengan norma hukum Islam sebagai acuan dalam menilai pernyataan-pernyataan 
khusus yang berhubungan dengan rahn. Dari pernyataan-pernyataan yang 
bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka 
penulis akan menyusun dan menguraikannya secara sistematis dalam lima bab 
pembahasan, dimana tiap-tiap babnya dibagi menjadi beberapa sub bab dan setiap 
babnya saling berkaitan satu sama lain.  
Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori yang terdiri dari 
mura>bahah, rahn, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan. Dalam hal ini memaparkan tentang pengertian mura>bahah, dasar 
hukum mura>bahah, syarat dan rukun mura>bahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang Mura>bahah. Serta jaminan dalam akad rahn 
yang meliputi tentang pengertian rahn, dasar hukum rahn, rukun rahn dan syarat 



































rahn, pemanfaatan marhu>n atau barang gadai, berakhirnya akad rahn, Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. barang jaminan 
dalam aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
Bab ketiga adalah tentang pelaksanaan praktik pembiayaan mura>bahah 
dengan barang jaminan di BMT Madani Sepanjang. Bab ini berisi tentang profil 
atau gambaran umum BMT Madani yang meliputi: sejarah berdirinya BMT 
Madani, visi dan misi BMT Madani, struktur organigasi BMT Madani, produk-
produk dan akad di BMT Madani. Selain itu juga menjelaskan penerapan 
pembiayaan mura>bah{ah dengan barang jaminan di BMT Madadi yang meliputi: 
prosedur pengajuan pembiayaan mura>bah{ah di BMT Madani, bentuk kontrak 
perjanjian pembiayaan mura>bah{ah di BMT Madani, jangka waktu pelunasan 
pembiayaan mura>bah{ah, perjanjian tentang barang jaminan yang digunakan dalam 
akad mura>bah{ah praktik pembiayaan mura>bah{ah dengan barang jaminan di BMT 
Madani, Resiko pembiayaan mura>bah{ah dengan barang jaminan di BMT Madani 
Bab keempat merupakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 terhadap barang jaminan yang di BMT Madani Sepanjang. 
Yang menjelaskan tentang analisis terhadap praktik pembiayaan mura>bah{ah dengan 
barang jaminan di BMT Madani, analisis rahn terhadap barang jaminan di BMT 
Madani, analisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terhadap barang jaminan di 
BMT Madani. 



































Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 
pembahasan penelitian dan sekaligus sebuah jawaban dari rumusan masalah. Bab ini 
juga meliputi saran yang diberikan penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan. 



































MURA>BAH}AH , RAHN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 
TENTANG HAK TANGGUNGAN 
A. Mura>bah}ah  
1. Pengertian Mura>bah}ah  
Kata al-mura>bahah diambil dari Bahasa Arab dari kata ar-ribhu 
( ُحْب ِرلا) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau mura>bah}ah 
juga berarti Al-Irbaah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi 
memberikan keuntungan kepada lainnya.1 
Sedangkan secara istilah, bai’ul mura>bah}ah adalah:  
 ٍمْوُلَعَم ٍحِْبر ِةَدَيَز َعَم ِنَمثلا ِلِْثبِ نعْي َب 
“Menjual barang dagangan sesuai dengan harga yang ditambah dengan 
laba tertentu.”2 
 
Bai’ al- mura>bah{ah adalah prinsip bai’ (jual beli) dimana harga 
jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang 
disepakati. Pada mura>bah}ah, penyerahan barang dilakukan pada saat 
transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh 
ataupun dicicil.3 
 
1 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014)175. 
2 Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali, 2017), 54. 
3 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.  


































Mura>bah}ah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu 
bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan 
barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 
memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang 
diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpusa atau 
presentasi tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara 
spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. 
Oleh karena itu, mura>bah}ah tidak dengan sendirinya mengandung konsep 
pembayaran tertunda (deferred payment), seperti yang secara umum 
dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui mura>bah{ah hanya dalam 
hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan Syariah, tetapi 
tidak memahami fiqh Islam.1 
Dengan kata lain, akad jual beli mura>bah}ah adalah suatu bentuk 
jual beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga 
pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok 
(modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok 
tersebut, keumudian memberikan margin keuntungan kepada penjual 
sesuai dengan kesepakatan. Tentang keuntungan yang disepakati, penjual 
 
1 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 81-82.  


































harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 
menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.2 
Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa mura>bah}ah adalah salah satu jenis dari akad jual 
beli yang di dalamnya terdapat tambahan (keuntungan) dari harga pokok 
dimana tambahan (keuntungan) tersebut harus disepakati oleh kedua belah 
pihak, dalam pembyarannya boleh dilakukan secara tunai atau diciil.  Akad 
mura>bah}ah dapat kita temui dalam produk-produk Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) seperti bank syariah, bank perkreditan rakyat syariah, BMT. 
Pembiayaan mura>bah}ah dapat dilakukan secara pemesanan 
dengan cara janji untuk melakukan pembelian. Dalam hal ini pembeli 
dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka saat menandatangi 
kesepakatan awal pemesanan. Untuk menjga agar pemesan tidak main-
main dengan pesanan maka diperbolehkan meminta jaminan.3 
 
2. Dasar Hukum Mura>bah}ah 
a. Al-Qur’an  
Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275: 
 
2 Suqiyah Musafa’ah dkk, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Perss, 
2013). 95. 
3 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Kuangan Syariah 
(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), 89.  


































 ُنا َط ْي َّشلا ُه ُط َّب َخ َت  َ ي ي ِذَّلا ُموُق  َي ا َم َك َّلا ِإ َنوُموُق  َي َلا َبَ  ِرلا َنوُل ُكَْيَ َني ِذَّلا
 َم َّرَحَو َع ْي  َ ب ْل ا  ُ َّللَّا َّل َح َأَو 
اَبَ  ِرلا ُل ْث ِم ُع ْي  َ ب ْل ا  اََّنَّ ِإ اوُلا َق ْمَُّنََِّبِ َك ِل َٰذ 
 
 ِس َم ْلا َن ِم
  ِۖ َّللَّا َلَ ِإ ُهُر ْم َأَو َف َل َس ا َم ُه َل  َف ٰى َه  َت  ْ نا َف ِه  ِبَر  ْن ِم نة َظ ِع ْوَم ُه َءا َج ْن َم َف 
 َبَ  ِرلا
 َنوُد ِلا َخ ا َهي ِف ْم ُه ۖ  ِرا َّنلا ُبا َح ْص َأ َك ِئ َٰلو ُأ َف َدا َع ْن َم َو  
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.”4 
 
Dalam Q.S Al-Nisa’ ayat 29:  
  ٍضَار َت نَع ًَةراَِتِ َنوُكَت نَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِبَ ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ ْاوُلُكَْتَ َلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َيَ
اًميِحَر ْمُكِب َناَك  َ للَّا َّنِإ ْمُكَسُفَنأ  ْاوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِم 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.”5 
 
Sedangkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198:  
 ْم ُك  ِبَر ْن ِم ًلا ْض َف اوُغ  َت ْ ب  َ ت ْن َأ نحاَن ُج ْم ُك ْي َل َع َس ْي َل 
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu.”6 
 
 
4 Kementerian Agama RI, Ar-Rahim al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikraj Khazanah 
Ilmu, 2013), 47. 
5 Ibid., 83 
6 Ibid., 31  


































Dari ketiga ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan 
transaksi jual beli dan mura>bah}ah merupakan salah satu bentuk dari 
jual beli. Mura>bah{ah merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli 
yang berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang 
bertransaksi 7 
b. Al-H{ad>ith 
Ada beberapa Had>ith yang menjelaskan tentang muara>bah{ah 
H.R Ibnu Majah dari Suhaib:8 
 ُةَضَراَقُمْلاَو ِلَجَأ َلَِإ ُعْي َبْلا : ُةََكَبرْلا َّنِهْيِف نثَلاَث : َلَق َمَّلَسَو ِِهَلاَو ِهْيَلَع ُ  ٰللَّا ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ
 ِعْي َبِْلل َلا ِتْي َبِلل ْيِْعَّشلاِبَ  ُِبرْلا ُطلَخَو 
“Nabi SAW bersabda: “Ada tiga hak yang mengandung 
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudha>rabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, 
bukan untuk dijual.”” (H.R Ibnu Majah dari Suhaib).9 
H.R Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban:10 
 ٍضَار َت ْنَع ُعْي َبْلا َا َّنَِّإ َمَّلسَو ِهْيَلَع ُ  ٰللَّا ىَّلَص ُ  ٰللَّا ُلْوُسَر ُلْوُق َي َِّيرُْدْلْا ٍدْيِعَس َبََأ ْنَع 
“Dari Abu Sa’id al-Khudry bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.””11 
 
7 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam …, 178. 
8 Lihat Abu dawud, op.cit., Juz II, 768. 
9 Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 140. 
10 Lihat Ibn Majah, op.cit., Juz II, 737. 
11 Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah Di Indonesia …, 140. 
 




































  ٍيِدْوُه َي ْنِم َىَتَْشِا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ  ٰللَّا ىَّلَص ُ  ٰللَّا ُلْوُسَر َّنَأ : ُهْن َع ُ  ٰللَّا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع
 دْيِدَح ْنِم َُهل اًعُرِد ُهنَهَرَو ٍلَج َأ َلَِإ اًماََعط 
“Diriwayatkan dari Aisyah R.A: Rasulullah SAW pernah 
membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang 
Yahudi dan beliau memberikan agunan berupa baju besi kapadanya.”13 
c. Ijma’ 
Umat Islam telah berkonsesus tentang keabsahan jual beli, 
karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membuthkan apa 
yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu jual beli 
adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya yang sah, demikian 
maka mudahlah bagi setiap indivdu untuk memenuhi kebutuhannya. 
Para jumhur ulama memperbolehan hukum mura>bah}ah menurut ajaran 
Islam, asalkan tidak ada unsur penipuan.14 Transaksi ini sudah 
dipraktikkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang 
mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.15 
 
12 Al-Hafizh Taki Al-Din. Ringkasan Shahih Muslim. (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 
2006). 523. 
13 Suqiyah Musafa’ah dkk, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam …, 97. 
14  Ibid., 97. 
15 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam …, 180. 


































Berdasarkan dari penjelasan tentang dasar hukum mura>bah{ah 
diatas, dijelaskan bahwa akad mura>bah}ah diperbolehkan dalam Islam 
asalkan di dalam akad mura>bah{ah tidak terjadi unsur riba dan gharar. 
 
3. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah  
Rukun dari akad mu>rabah}ah adalah sebagai berikut:16  
a. Pihak yang berakad 
1) Ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual  
2) Mushtari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan 
membeli barang 
b. Objek akad 
1) Mabi’ (barang dangangan) adalah objek yang diperjualbelikan 
dalam akad mura>bah}ah 
2) Saman (harga) adalah sejumlah harga yang disepakati oleh kedua 
belah pihak 
c. S{iga>t  
1) Ijab (serah) 
2) Qabul (terima) 
 
16 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah …, 82.  


































Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:17  
a. Pihak yang berakad:  
1) Cakap hukum  
2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada 
dibawah tekanan atau ancaman  
b. Objek yang diperjualbelikan:  
1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dialarang  
2) Meberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat  
3) Penyerahan obyek mura>bah}ah dari penjual kepada pembeli dapat 
dilakukan  
4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad  
5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan pejual dan yang 
diterima pembeli 
c. Akad/s{iga>t :  
1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad  
2) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam 
spesifik barang maupun harga yang disepakati  
 
17 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam …, 181 


































3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan 
keabsahan transaksi pada kejadian yang akan dating  
Sedangkan syarat dari sahnya akad mura>bah}ah adalah sebagai berikut:  
a. Mengetahui harga pokok  
Harga pokok harus diketahui oleh pembeli kedua, karena 
mengetahui harga merupakan salah satu sahnya jual beli yang 
menggunakan prinsip mura>bah}ah. Bila harga pokok tidak diketahui 
oleh pembeli maka akad jual beli menjadi fasid atau tidak sah.  
b. Mengetahui keuntungan  
Keuntungan dapat dimusyawarakan antara bank sebagai 
penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak 
terutama nasabah dapat mengetahui keuntungannya.  
c. Harga pokok dapat dihitung dan diukur  
Harga pokok harus dapat diukur baik menggunakan takaran, 
timbangan ataupun hitungan, yang terpenting bisa diukur dan 
diketahui oleh nasabah dan bank.  
d. Jual beli mura>bah}ah tidak bercampur dengan transaksi yang 
mengandung riba  
Karena di hukum Islam riba sangat dilarang dalam transaksi 
apapun, pada dasarnya transaksi yang mengandung riba tidak akan 


































menimbulkan keberkahan terhadap orang yang melakukaknnya, 
karena mereka sama saja memakan orang lain secara sengaja.  
e. Akad jual beli pertama harus sah 
Karena jual beli mura>bah}ah merupakan jual beli dengan harga 
pokok ditambah dengan keuntungan, jadi apabila jual beli pertama 
tidak sah maka jual beli mura>bah}ah selanjtnya juga tidak sah. 
 
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/2000 tentang 
Mura>bah}ah 
Dalam kegiatan transaksi khususnya tentang jual beli yang 
sekarang banyak macam dan jenisnya yang salah satunya yaitu mura>bah}ah. 
Banyak bank yang menawarkan akad mura>bah}ah guna untuk menyalurkan 
dana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka sangat 
membutuhkan dasar hukum yang kuat agar transaksi jual beli mura>bah}ah 
tersebut menjadi aman dan halal. Maka dari itu Dewan Syari’ah Nasional 
mengeluarkan fatwa Nomor 04/DSN/MUI/2000 tentang Mura>bah}ah. 
Dalam fatwa tersebut DSN telah menimbang bahwa:  
1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari 
bank berdasarkan pada prinsip jual beli 
2. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan 
meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu 


































memiliki fasilitas mura>bah}ah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual 
suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba 
3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang mura>bah>ah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah 
Bagi orang yang baru mengenal produk mura>bah}ah, mereka masih ragu 
dalam melakukan transaksinya. Apalagi jika bank meminta kepada 
nasabah untuk menyiapkan jaminan yang dapat dipegang oleh bank. 
Mereka masih membutuhkan waktu untuk dapat percaya terhadap 
Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk mura>bah}ah. Untuk 
menjawab kasus-kasus yang terjadi seperti keraguan masyarakat tersebut, 
maka Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang mura>bah}ah, 
bahwa dalam mura>bah}ah yaitu : 
1. Jaminan dalam mura>bah}ah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang. 
Mengambil agunan atau jaminan untuk menjamin utang, menurut 
al-Qur’an dan sunnah pada dasarnya bukan suatu perbuatan yang tercela. 
Al-Qur’an menyuruh muslim untuk menuliskan kewajiban, dan jika perlu 


































mengambil agunan atau jaminan untuk utang tersebut. Nabi dalam 
beberapa kesempatan mempersilahkan kreditornya untuk mengambil 
agunan atas utangnya. Agunan adalah suatu cara untuk menjamin hak-
hak kreditor/pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari 
memakan harta orang lain secara tidak benar.18 
Pada dasarnya, jaminan bukanlah termasuk dalam rukun dan 
syarat yang harus dipenuhi dalam akad mura>bah}ah. Jaminan 
dimakusdkan agar nasabah tidak main-main dengan barang pesanannya. 
Sesuai dengan fatwa DSN MUI diatas bahwa bank dapat meminta 
kepada nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang atau 
dipercaya oleh pihak bank. Jaminan dalam mura>bah}ah diperbolehkan 
agar nasabah bertanggung jawab dan serius terhadap akad yang telah 
disepakati. Jika nasabah tidak macet atau tidak dapat melunas 
angsurannya maka jaminan tersebut dapat ditahan oleh bank, selama 
nasabah dapat menyelesaikan angsurannya secara lunas maka jaminan 




18 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UINSA Perss, 2014), 112. 
19 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 DSN/MUI/2000 Tentang Mura>bahah. 



































1. Pengertian Rahn  
Al-Rahn dalam Bahasa Arab (arti lughat) berarti al-thubu>t wa al-
dawa>n (tetap dan kekal). Sebagian ulama dapat lughat memberi arti al-rahn 
dengan al-habs (tertahan). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu 
menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pendangan 
syara’ untuk kepercayaan serta utang, sehingga memungkinkan mengambil 
seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Dapat diartikan juga sebagai 
pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas 
apabila telah sampai waktunya tidak di tebus, maka barang tersebut 
menjadi milik orang yang memberi pinjaman.20 
Secara etimologi, rahn yaitu sebagai berikut: pertama, menurut 
Syaid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, rahn adalah 
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai 
jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang 
dan ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Kedua, menurut 
fatwa DSN-MUI rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atau utang. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rahn atau gadai adalah 
 
20 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah (Surabaya: UINSA Perss, 2014), 115.  


































penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai 
jaminan.21 
Ada beberpa definisi rahn yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu:22  
a. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh 
pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat.  
b. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan menjadikan 
sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin 
dijaikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut  
c. Ulama Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn 
dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan 
utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila oang yang 
berutang tidak bisa membayar utangnya.  
Sedangkan menurut syara’, yang dimaksud dengan rahn adalah:23  
a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang 
mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya 
b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai 
jaminan atas hutang selama ada dua kemunginan, untuk 
mengembalikan uamg atau untuk mengambil sebagian uang itu 
 
21 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 246. 
22 Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 76.  
23 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam 121. 


































c. Akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang 
sebagai tanggungan utang  
d. Sesuatu yang diletakkan pada seseorang yaitu sesuatu barang yang 
diganti dengan barang yang lain  
e. Menjadikan zat suatu benda jaminan hutang  
f. Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang  
g. Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan 
dalam hutang-piutang  
h. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pndangan syara’ sebagai 
tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan 
itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. 
Dalam praktiknya, rahn dapat terjadi dua kemungkinan, pertama 
sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai 






24 Karim Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2006), 173. 


































2. Dasar Hukum Rahn 
a. Al-Qur’an 
Q.S Al-Baqarah ayat 283: 
 َن ِم َأ ْن ِإ َف 
ۖ
نة َضوُب ْق َم ن ا َهِر َف ا ًب ِت ا َك اوُد َِتِ َْلََو ٍر َف َس ٰى َل َع ْم ُت ْ ن ُك ْن ِإ َو
 او ُم ُت ْك َت َلاَو 
ا
ُهَّبَر ََّللَّا ِق َّت  َ ي ْل َو ُه َت  َ ن ا َم َأ َنُِتُْؤا ي ِذَّلا  ِد َؤ  ُي ْل  َ ف ا ًض ْع  َب ْم ُك ُض ْع  َب
 نمي ِل َع َنوُل َم ْع  َ ت اَبِ َُّللَّاَو 
ا
ُه ُب ْل  َ ق نِثْآ ُهَّن ِإ َف ا َه ْم ُت ْك  َي ْن َم َو 
 
َة َدا َه َّشلا 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.”25 
Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila seseorang yang 
berada dalam keadaan berpergian dan hendak melakukan suatu 
tindakan bermuamalah atupaun suatu transaksi hutang-piutang, 
kemudian ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam 
hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya 
suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan 
menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai 
jaminan yang dapat dipegangatau hutang. Hal ini dipandang perlu 
karena untuk menjaga agar kedua beah pihak yang melakukan 
 
25 Kementerian Agama RI, Ar-Rahim al-Qur’an dan Terjemahannya …, 49 


































perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama 
lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak menimbulkan 
kecurigaan yang kemungkinan akan terjadai suatu perselisihan antara 
para pihak yang bersangkutan.26 
b. Al-H{ad>ith 
H.R Muslim, Bukha>ary. At-Turmudhiy, Ahmad bin Hambal dan abu 
Dawud meriwayatkan Nabi SAW bersabda:27 
 ْم ُُكرَاي ِخ / ًءا َض َق ْم ُك ُن ِس ْح َأ ْم ُُكرَاي ِخ َّن ِا / ًءا َض َق ْم ُك ُن ِسا ََمَ ْم ُُكرَاي ِخ
 ًءا َض َق ْم ُك ُن ِسا َح َأ  
“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dalam 
membayar utangnya.”28 
H.R al-Bukhari:29 
 ْن ِم ا ًما َع َط ىََتَْشا َم َّل َس َو ِه ْي َل َع  َُّللَّا َّبَِّنلا َّن َأ ا َه ْ ن َع َُّللَّا ًة َش ِئ ا َع  ْن َع
 ٍد ْي ِد َح ْن ِم ا ًعْرِد ُه َن َهَرَو ٍل َج َأ َلَ ِإ  ٍي ِدوُه  َي 
“Hadi>th bersumber dari Aishah r.a bahwa Nabi SAW pernah 
hutang makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju 
besi.”30  
 
26 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam…123. 
27 Muslim, “Shahih Muslim”, H{adith no,34. Kitab: al-Musa>qa>t, Bab: Man istaslafa shay’an faqada> 
khayran minhu wakhayrukum ah{sanukum dalam Mausu>’ah al-H{ad>ith ash-Shar>f, edisi ke 2 (Ttp.: 
Global Islamic Software Company, 1991-1997). 
28 Suqiyah Musafa’ah, Hadi>th Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014), 
104. 
29 Bukhariy, “Shahih Bukhariy”, H{adith no. 1926. Kitab: al-Buyu>’, Bab: Shhira> al-Ima>m al-Hawaij 
binafsihi dalam Ibid.  
30 Suqiyah Musafa’ah, Hadi>th Hukum Ekonomi Islam …,105 


































c. Ijma’  
Para ulama telah bersepakat bahwa rahn/agadai itu boleh dan 
mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya, demikian pula 
dengan landasan hukumnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dinyatakan bahwa, 
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam 
bentuk rahn diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn 
disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun waktu berpergian.31 
 
3. Rukun dan Syarat Rahn  
Rukun dari akad rahn yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 
beberapa yaitu:32 
a. Pihak yang berakad 
1.) Ra>hin (orang yang menyerahkan barang) 
2.) Murtahin (orang yang menerima barang) 
b. Objek akad  
1.) Marhu>n (barang jaminan) 
2.) Marhu>n bih (pembiayaan atau utang) 
 
31 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam 124. 
32 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah …, 108. 


































c. S{iga>t  
1.) Ijab (serah) 
2.) Qabul (terima 
 
Syarat Rahn 
a. Syarat S{iga>t  
Menurut ulama Hana>fiyah, rahn (jaminan) tidak boleh 
dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan perjanjian jual 
beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau 
dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, 
sedang perjanjianya tetap sah. Sedangkan menurut ulama Malakyiah, 
Syafiiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah 
syarat yabg mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut 
dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan 
perjanjian rahn, maka syaratnya batal.33 
b. Syarat ra>hin dan murtahin  
 
33 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014), 148. 


































Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, 
kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang 
sudah baligh dan berakal.34 
c. Syarat marhu>n (barang yang dijadikan agunan) menurut para ahli fiqh 
adalah:35 
1.) Jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan 
besarnya utang  
2.) Jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut 
ketentuan syariah Islam; sehubungan itu, misalnya khamar 
(minuman keras), karena tidak bernilai dan tidak dapat 
dimanfaatkan menurut syariah Islam, barang yang demikian itu 
tidak boleh dijadikan agunan 
3.) Jaminan itu harus jelas dan tertetu (harus dapat ditentukan secara 
spesifik)  
4.) Jaminan itu milik sah debitor sendiri 
5.) Jaminan itu tidak terkait dengan hak orang hak orang lain (bukan 
milik orang lain,baik sebagian maupun seluruhnya).  
6.) Jaminan itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di 
beberapa tempat 
 
34 Ibid., 149. 
35 Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia …, 79 


































7.) Jaminan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya 
maupun manfaatnya.  
d. Syarat marhu>n bih (pembiayaan/utang) sebagai berikut:36  
1.) Marhu>n bih harus merupakan hak yang wajib diserahkan kepada 
pemiliknya. Marhu>n bih harus berupa pembiayaan atau utang yang 
diberikan kepada nasabah, dimana nasabah wajib membayar utang 
tersebut.  
2.) Marhu>n bih harus berupa utang yang dimungkinkan untuk dipenuhi 
dan dibayar dari marhu>n (barang yang digadaikan) 
3.) Hak yang menjadi marhu>n bih harus diketahui dengan jelas dan 
pasti  
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat sebuah utang 
yang dapat dijadikan hak atas gadai adalah berupa utang yang tetap dapat 
dimanfaatkan, utang tersebut harus lazim pada waktu akad, utang harus 





36 Wahbah az-Zuhaili, fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123.  
37 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 175. 


































4. Pemanfaatan Marhu>n (Barang gadai)\ 
a. Pemanfaatan oleh ra>hin  
Menurut pendapat ulama Syafiiyah, mereka berpendapat 
bahwa ra>hin dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai jika tidak 
menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin, 
seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan teteapi 
jika menyebabkan barang gadai berkurang seperti sawah, kebun, ra>hin 
harus minta izin kepada murtahin. Hal ni berbeda dengan pendapat 
ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa ra>hin tidak boleh 
memnafaatkan barang gadai tanpa seizin murtahin, begitu pula 
murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin ra>hin. Mereka 
beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh murtahin 
selamanya. Adapun mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hanafiyah, 
Malakiyah, Syafiiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh 
mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi 
hak penggadai.38 
b. Pemanfaatan oleh murtahin  
Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai 
(murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seijin penggadai. 
 
38 Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi Dan Bisinis Islam II (Surabaya: UINSA Press, 2014), 69. 


































Apabila barang gadai berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil 
air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan 
makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini ijin 
penggadai tidak diperlukan. Namun menurut madzhab Hambali, 
apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak 
memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, pemegang agunan tidak 
boleh memanfatkan.39 
Pemanfaatan marhu>n (barang gadai) dalam Islam tetap 
merupakan hak rahin termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti 
anaknya, buahnya dan bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan 
hanyalah untuk menjamin utang dan dipegang oleh murtahin, bukan 
untuk mengambil suatu keuntungan. Perbuatan murtahin 
memanfaatkan marhun merupakan perbuatan yang melahirkan 
kemanfaatan, dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan 
dipandang sebagai riba. Marhu>n tetap berada dalam penguasaan 




39 Abu Azamm Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer   …,155.  
40 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah …,123. 


































5. Berakhirnya Rahn 
Berakhir dan selesainya rahn karena beberapa hal, dianataranya sebagai 
berikut:41 
a. Diserahkannya marhu>n kapada pemiliknya.  
Karena marhu>n adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu 
jika marhu>n diserahkan kepada pemiliknya maka tidak ditemukan lagi 
yang Namanya al-Istiitsaaq (jaminan penguat utang).  
b. Terlunasinya seluruh utang yang ada (marhu>n bih) 
Apabila ra>hin telah melunasi seluruh marhu>n bih, maka akad 
rahn secara otomatis selesai dan berakhir. 
c. Penjualan marhu>n secara paksa yang dilakukan oleh rahin atas perintah 
hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika rahin menolak untuk 
menjual marhu>n  
Apabila marhu>n dijual dan utang yang ada dilunasi dengan 
harga hasil penjualan tersebut, maka rahn selesai dan berkahir. 
Sedangkan jika penjualan tersebut adalah penjualan atas kesadaran 
sendiri yang dilakukan oleh rahin atas seizin murtahin, maka jika 
penjualan tersebut berlangsungsetelah jatuhnya tempo pelunasan 
 
41 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu …, 229. 


































utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak 
murtahin.  
d. Terbebasnya rahin dari utang yang ada walau dengan cara apapun, 
walaupun dengan akad hawalah  
Seandainya murtahin menerima suatu barang gadaian yang 
lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka marhu>n 
dianggap telah ditebus 
e. Pembatalan akad rahn dari pihak murtahin 
Pembatalan akad rahn oleh murtahin menurut ulama 
Hanafiyah disyaratkan harus disertai dengan mengembalikan marhu>n 
kepada rahin. Karena akad rahn tidak berlakau mengikat kecuali 
dengan al-Qabdhu (pemegangan marhu>n oleh murtahin), maka begitu 
pula pembatalan akad rahn juga harus dengan al-Qabdhu, yaitu dengan 
menyerahkan marhu>n kepada rahin. Sementara menurut ualama 
Malikiyah, akad rahn menjadi batal dengan membiarkan marhu>n berada 
di tangan ra>hin hingga ia menjualnya 
f. Menurut Malikiyah, akad rahn batal apabila sebelum al-Qabdhu 
(diserahkannya marhu>n ke tangan murtahin) 


































Menurut ulama Hanafiyah juga batal dengan meninggalnya 
ra>hin atau murtahin sebelum diserahkannya marhu>n kepada murtahin. 
Namun akad rahn tidak batal dengan kepailitan yang menimpa rahin. 
Sedangkan menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah, akad rahn tidak batal 
karena meninggalnya rahin atau murtahin sebelum diserahkannya 
marhu>n ke tangan murtahin. 
g. Binasanya marhu>n  
Karena marhu>n adalah barang amanat di tangan murtahin 
sehingga jika binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali ada unsur 
pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari murtahin. 
h. Melakukan pentasharufan terhadap marhu>n dengan meminjamkannya, 
menghibahkan atau mensedekahkannya  
Rahn selesai dan berakhir ika salah satu pihak, yaitu ra>hin atau 
murtahin, melakukan pentasharufan/penyerahan terhadap marhu>n 
dengan meminjamkannya, menghibahkannya, mensedekahkannya atau 
menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi. 
 
 


































6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang 
Rahn 
Di era sekarang hampir semua orang melakukan utang-piutang 
dengan menjaminkan suatu barang yang ia miliki sebagai rasa tanggung 
jawab mereka atas utangnya, transaski ini sering disebut dengan rahn. 
Untuk mempermudah transaksi rahn maka dari itu Dewan Syariah 
Nasional mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 
rahn, dimana mereka menimbang berbagai unsur, yaitu:  
1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi 
kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang 
sebagai jaminan utang 
2. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan 
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya 
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
syari’ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan 
fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang 
sebagai jaminan atas utang 
Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam akad rahn tentang hukum dari 
menjaminkan suatu barang. Maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan 
fatwa 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, dimana DSN-MUI 


































menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.42 \ 
C. Barang Jaminan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa 
benda-benda yang dapat dijadikan jaminan untuk utang yaitu hak atas tanah 
yang berupa hak tanggungan, sedangkan hak atas tanah yang dapat dibebani 
dengan hak tanggungan yaitu: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, 
dan hak pakai.  
Hak tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah 
dalam Hukum Tanah Nasional. Menurut Boedi Harsono, hak tanggungan ialah 
hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kreditur 
tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan 
bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitur cedera janji dan mengambil 
pelunasan dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului daripada 
kreditur-kreditur lain.43 
Objek dari hak tanggungan:44  
 
42 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. 
43 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana, 2012), 85. 
44 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 189. 


































a. Hak milik adalah hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan 
terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, hak milik dapat beralih 
dan dan dialihkan 
b. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara dalam jangka waktu yang ditentukan guna untuk 
perusahaan, pertanian, perikanan, dan perternakan. Luasnya tanah yang 
bias diberikan hak guna usaha paling sedikit 5 hektar atau lebih pemegang 
hak guna usaha harus mempunyai investasi penanaman modal.  
c. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu paling 
lama 30 menit, dan dapat diperpanjang 20 tahun. 
d. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai oleh negara atau milik orang lain dengan jangka 
waktu tidak tertentu. Hak pakai dapat diberikan paling lama 25 tahun dan 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun atau 
diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya 
masih dipergunakan. 
Dalam pasal 4 yang membahas tentang obyek hak tanggungan, di ayat 
1 menyebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan 
adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Selain hak-hak atas 
tanah tersebut, ada juga hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan 


































yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifantya dapat dipindahtangankan 
dapat juga dibebani hak tanggungan.45 
Pemberian hak tanggungan harus didaftarkan terlebih dahulu oleh 
pemegang hak di Kantor Pertanahan. Selanjutnya dalam pasal 14 dijelaskan 
bahwa, sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan 
menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan undang-
undang. 
 
45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996. 



































 BAB III 
MEKANISME PEMBIAYAAN MURA>BH}AH DENGAN BARANG JAMINAN DI 
BMT MADANI 
A. Profil atau Gambaran Umum BMT Madani  
1. Sejarah berdirinya BMT Madani  
Baitul Ma>l Wat Tamwil (BMT) Madani adalah salah satu 
Lembaga Keuangan Syariah yang dirintis oleh organisasi Muhammadiyah 
Cabang Sepanjang kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo atau Majelis 
Ekonomi. Dalam pendirian Baitul Ma>l Wat Tamwil (BMT) Madani ini 
telah disahkan sebagaimana dengan akta pendirian koperasi oleh 
Kabupaten Sidoarjo melalui surat keputusan nomor 
419/BHXVI.24/518/V2007 tanggal 10 Mei 2007 dan mulai beroperasional 
pada tanggal 29 Oktober 2007. Pertimbangannya adalah pengembangan 
dan peningkatan amal usaha dan praktik sosial yang unggul dengan 
memperluas program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sebagai 




1 Novia Faradilla, Koordinator Kas, Wawancara,, Sidoarjo, 05 Desember 2019 



































2. Visi dan Misi BMT Madani 
a. Visi:  
Visi dari Baitul Ma>l Wat Tamwil (BMT) Madani yaitu 
mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai aman usaha 
peimpinan cabang Muhamadiyah Sepanjang yang bersifat sosial dan 
profit sebagai pendukung dakwah di bidang ekonmi yang berkemajuan 
untuk memakmurkan dan mensejahterahkan umat manusia. 
b. Misi  
Misi dari Baitul Ma>l Wat Tamwil (BMT) Madani membangun 
dan mengembangkan sistem perekonomian yang berkemajuan, 
terpercaya, berkembang, transparan, dengan prinsip kehati-hatian yang 
berdasarkan pada syariah Islam dan ridho Allah SWT.  
Untuk mewujudkan misi ini, maka perlu adanya kegiatan sebagai 
berikut:  
1.) Melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan 
social khusunya anggota persyarikatan muhamadiyah dan umat 
islam pada umumnya  
2.) Menanamkan pemahaman bahwa konsep syariah adalah konsep 
yang mudah dan mengandung maslahah 
3.) Mendorong lahirnya wirausahawan muda di kalangan 
muhamadiyah 



































4.) Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pelaku ekonomi 
di lingkungan persyarikatan muhamadiyah  
5.) Memberikan layanan social kapada masyarakat umum melalui 
Baitul Ma>l Wat Tamwil (BMT).1 
 
3.  Struktur Organisasi BMT Madani  
Tabel 3.1 
Struktur Organisasi BMT Madani 
 
a. Pengawas (sesuai akta notaris). Sedangkan dari anggota pengawas 
terdiri dari:  
 



















































Koordinator : Imam Suharmaji  
Anggota  : Dra. Ec. Yoenarmiati  
Anggota  : Moh. Aridi Susilo  
b. Personal atau Karyawan  
Personal atau karyawan adalah orang yang bertugas untuk 
menjalankan dan melaksanakan sistem operasional dari Baitul Ma>l 
Wat Tamwil (BMT) Madani. Anggota dari struktur personal atau 
karyawan dari BMT Madani berjumlah sembilan orang, yang terdiri 
dari:2  
Direktur BMT Madani : Ir. M. Yunus, MP 
Kepala Operasinal  : Harmami Nur Khayati 
Koordinator Kas  : Novia Faradilla 
Kepala Kas  : Tasya 
Teller : Annisa 
Koordinator Marketing : Faishal Faiz 
Staff Marketing : Rezica 
  Dika Fatmawati  




2 Ibid., Wawancara, 06 Desember 2019. 



































4. Produk - Produk dan Akad di BMT MADANI   
Produk dan akad dari BMT Madani yaitu sebagai berikut:3 
a. Simpanan  
Akad yang digunakan dalam produk simpanan di BMT 
Madani yaitu menggunakan akad mud{ara>bah. 
1.) Simpanan mud{ara>bah  
Simpanan mud{ara>bah yaitu simpanan atau titipan dengan 
pola bagi hasil yang penarikannya bisa diambil sewaktu-waktu, 
simpanan mud{ara>bah ini tiap bulannya mendapatkan basil  
2.) Simpanan pendidikan  
Simpanan pendidikan yaitu simpanan atau titipan yang 
bertujuan untuk keperluan biaya sekolah, seperti membayar SPP, 
membeli seragam, buku, dan peralatan sekolah lainnya. Simpanan 
ini biasanya diambil pada waktu kenaikan sekolah. Namun juga 
bisa diambil sewaktu-waktu apabila ada keperluan yang mendesak  
3.) Simpanan walimah  
Simpanan walimah yaitu simpanan atau titipan yang 
dipergunakan untuk acara tertenu misalnya acara pernikahan, 
khitan, dll. Penarikan pada simpanan ini tidak bisa sewaktu-waktu, 
melainkan sesuai dengan rencana akad awal keperluan. 
 
3 Harmami Nur Khayati,Kepala Operasional, Wawancara,, Sidoarjo, 13 Desember 2019. 



































4.) Simpanan qurban  
Simpanan qurban yaitu simpanan atau titipan yang 
berfungsi untuk keperluan berqurban seperti halnya membeli 
hewan qurban. Simpanan ini hanya bisa diambil pada waktu hari 
raya qurban atau hari raya Idul Adha. 
5.) Simpanan haji atau umroh 
Simpanan haji atau umroh merupakan simpanan atau 
titipan yang diperuntukan untuk biaya pemberangkatan nasabah ke 
tanah suci untuk melakukan ibadah haji atau umroh 
6.) Simpanan multiguna  
Simpanan multiguna merupakan simpanan atau titipan 
yang diperuntukan untuk semua kebutuhan nasabah. Penarikan 
simpanan ini bisa diambil apabila simpanan nasabah sudah 
mengendap selama 3 tahun, simpanan ini juga memiliki nisbah bagi 
hasil yang lebih besar daripada simpanan yang lainnya.  
b. Simpanan berjangka  
Simpanan berjangka adalah simpanan dengan sistem bagi hasil 
yang sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil bersama antara BMT 
Madani dan nasabah. Dana dari simpanan berjangka ini diperuntukan 
untuk pembiayaan yang produktif. Setoran awal simjaka mudharabah 
minimal Rp. 500.000,-. 



































Macam-macam dari simpanan berjangka di BMT Madani yaitu: 
1.) Simpanan berjangka dengan jangka waktu 3 bulan  
2.) Simpanan berjangka dengan jangka waktu 6 bulan  
3.) Simpanan berjangka dengan jangka waktu 12 bulan  
c. Pembiayaan  
1.) Pembiayaan mura>bah}}ah  
Pembiayaan mura>bah}}ah adalah akad jual beli antara 
nasabah dengan BMT Madani. BMT Madani akan membelikan 
barang yang dibutuhkan oleh nasabah di supplier untuk kemudian 
menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah 
disepakati.  
2.) Pembiayaan musyara>kah 
Pembiayaan musyara>kah adalah akad kerjasama antara 
nasabah dengan BMT Madani untuk menjalankan usaha bersama, 
dimana nasabah dan BMT Madani memberikan sejumlah 
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dari usaha 
yang dijalankan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan, 







































3.) Pembiayaan ija>rah 
Akad ija>rah merupakan akad menjual manfaat.4 Objek 
dari ija>rah yaitu jasa, dimana BMT Madani sebagai pihak yang 
menyewakan barang sedangkan nasabah sebagai penyewa barang. 
Pada akhir masa sewa barang, BMT Madani dapat saja menjual 
barang yang disewakan kepada nasabah. 
 
B. Penerapan Pembiayaan Mura>bah}ah dengan Barang Jaminan Di BMT Madani  
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Madani  
Langkah-langkah pengajuan pembiayaan mura>bah}ah di BMT 
Madani yaitu sebagai berikut:5  
a. Calon nasabah datang ke kantor BMT Madani Sepanjang untuk 
mengajukan pembiayaan mura>bah}ah kepada bagian Teller  
b. Kepala operasional melakukan wawancara kepada calon nasabah 
tentang tujuan dan dana yang dibutuhkan oleh nasbah dalam 
pengajuan pembiayaan mura>bah}ah ini. 
c. Pengumpulan data nasabah guna melengkapi persyaratan, berikut 
beberapa persyaratannya:  
 
4 Rachmat Syafei, Fiqh Muamlah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 121. 
5 Annisa, Teller, Wawancara, Sidoarjo, 06 Desember 2019. 



































1.) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami da istri sebanyak 4 
lembar  
2.) Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) sebanyak 1 lembar  
3.) Foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar  
4.) Foto copy jaminan (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), 
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Hak Milik 
(SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) , Akta IJB 
Notaris/Petok D) 
5.) Slip gaji  
6.) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening listrik, 
PDAM 
d. Pegawai pemasaran melakukan survei langsung ke rumah maupun ke 
tempat usaha calon nasabah dan melakukan pengecekan barang yang 
dijadikan jaminan, proses ini bertujuan untuk menganalisa calon 
nasabah layak atau tidak untuk direalisasikan permohonannya 
e. Hasil dari survei dan analisa tersebut akan dikoreksi oleh kepala 
operasional yang kemudian dibuatkan analisa tertulis ke direksi 
f. Direktur BMT Madani memeriksa hasil dari analisa yang selanjutnya 
mengambil keputusan untuk merealisasikan atau tidak permohonan 
dari calon nasabah 



































g. Jika direktur BMT Madani merealisasikan permohonan calon nasabah, 
maka direktur BMT Madani akan meneruskan proses ini kepada 
bagian pembiayaan  
h. Bagian administrasi pembiayaan akan membuatkan surat perjanjian 
akad mura>bah}ah, surat kuasa dan surat wakalah 
i. Pihak BMT Madani melakukan konfirmasi kepada calon nasabah 
bahwa permohonannya direalisasikan oleh BMT Madani  
j. Proses ijab qabul antara kepala operasional dengan nasabah 
k. Penyerahan sejumlah dana dan jaminan nasabah 
 
2. Bentuk Kontrak Perjanjian Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Madani  
Bentuk dari kontrak perjanjian mura>bah}ah di BMT Madani 
seperti pada umumnya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. 
Mura>bah}ah di BMT Madani ada dua macam yaitu murabahah dengan 
pesanan pembeli dan mura>bah{ah dengan kuasa membeli (mura>bah}ah bil 
wakalah).6  
 Yang pertama yaitu bentuk kontrak mura>bah}ah murni atau 
mura>bah}ah dengan pesanan pembeli, yang berarti BMT Madani 
berkedudukan sebagai penjual ketika akad mura>bah{ah terjadi dan nasabah 
berkedudukan sebagai pembeli. Pihak BMT Madani dengan nasabah 
 
6 Hermami Nur Khayati, Kepala Operasional, Wawancara, Sidoarjo, 06 Desember 2019 



































melakukan pembelian barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah 
sacara bersama-sama, namun apabila nasabah berhalangan atau tidak bisa 
ikut serta melakukan pembelian bersama, maka pihak BMT Madani siap 
membelikan barang yang dibutuhkan nasabah secara sendiri tanpa 
didampingi oleh nasabah.  Akan tetapi jika nasabah tidak bisa ikut serta 
dalam pembelian barang maka nasabah harus menyebutkan dan 
menjelaskan spesifikasi barang yang mereka butuhkan, agar tidak terjadi 
kekeliruan dalam pembelian barang.  
Jika sudah menemukan barang yang sudah sesuai dengan 
permintaan nasabah maka pihak BMT melakukan transaksi jual beli 
dengan supplier sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian 
pihak BMT Madani akan menghubungi nasabah bahwa barang yang ia 
butuhkan sudah siap dan pihak BMT Madani akan menjelaskan harga 
barang yang sudah ditambahkan dengan margin oleh BMT Madani. Yang 
selanjutnya nasabah membeli barang tersebut dari bank dengan akad 
mura>bah{ah dan pada saat itu lah barang berpindah menjadi milik nasabah.7 
Sedangkan yang kedua yaitu bentuk kontrak mura>bah}ah dengan 
kuasa membeli (mura>bah}ah bil wakalah), yang berarti bahwa BMT 
Madani berkedudukan sebagai pemberi kuasa dan nasabah berkedudukan 
 
7 Ibid., Wawancara, Sidoarjo, 06 Desember 2019. 



































sebagai penerima kuasa. pihak BMT Madani melimpahkan kuasanya 
kepada nasabah untuk membeli barang yang nasabah butuhkan.  
Dalam bentuk kontrak yang keuda ini, terdapat dua transaksi 
yang berbeda di dalam satu akad. Yang pertama, akad pembiayaan 
mura>bah}ah terjadi antara pihak BMT Madani dengan nasabah. Yang 
kedua, akad pemberian kuasa membeli terjadi antara BMT Madani dengan 
nasabah. Berdasarkan kuasa tersebut, maka nasabah melakukan transaksi 
jual beli barang di tempat supplier atau penyedia. Dalam perjanjian 
mura>bah}ah dengan kuasa membeli (mura>bah}ah bil wakalah), di dalamnya 
mengandung perjanjian wakalah sekaligus terhadap akad mura>bah}ah, 
perjanjian wakalah  terjadinya secara bersama-sama.8 
Dalam praktik pembiayaan mura>bah}ah di BMT Madani dengan 
barang jaminan berupa buku pemakaian stand pasar, yaitu menggunakan 
bentuk kontrak yang kedua yaitu mura>bah}ah dengan kuasa membeli 
(mura>bah}ah bil wakalah). Dalam praktik ini, BMT Madani akan 
memberikan sejumlah dana pembiayaan kepada nasabah, yang kemudian 
antara BMT Madani dan nasabah melakukan perjanjian pemberian kuasa 
membeli barang yang mana dalam hal ini nasabah sebagai penerima kuasa 
untuk membelikan barang yang nasabah butuhkan kepada supplier atau 
penyedia barang. Setelah nasabah membeli barang untuk dan atas nama 
 
8 Ibid., Wawancara, Sidoarjo, 06 Desember 2019. 



































BMT Madani, maka secara prinsip barang sudah dalam kekuasaan pihak 
BMT Madani. Sedangkan nasabah dengan supplier atau penyedia barang 
tidak memiliki hubungan hukum, nasabah hanya memiliki hubungan 
hukum dengan BMT Madani sebab BMT Madani yang memberikan kuasa 
membeli kepada nasabah. 
 
3. Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan Mura>bah}ah  
Jangka waktu pelunasan dalam akad mura>bah}ah di BMT Madani 
yaitu sesuai dengan akad yang telah disetujui. Untuk jangka waktu 
maksimal pelunasan pembayaran angsuran yaitu selama 36 bulan atau 3 
tahun, namun apabila pembayaran angsuran dilunasi sebelum jatuh tempo 
maka nasabah hanya membayar sisa pokok pembayaran saja dan tidak 
adanya pinalti diakhir pembayaran. Sedangkan untuk jangka waktu 
minimal pelunasan pembayaram yaitu 1-5 bulan dengan pembayaran hasil 
setiap bulan dan pokok pada jatuh tempo.9 
Pembayaran angsuran dapat dilakukan dalam waktu 1 bulan 
sekali sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan BMT Madani. Di awal 
perjanjian telah disepakati bahwa tentang harga jual pembelian barang 
atau nominal pembiayaan yang sudah ditambah dengan margin, maka 
nasabah dalam membayar angsuran bersifat tetap selama jangka waktu 
 
9 Ibid., Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2019. 



































yang telah disepakati. Jika nasabah belum bisa membayar angsuran sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihak BMT Madani akan 
memberi toleransi waktu sampai dia bisa melunasinya. Namun dalam 
penunggakan pembayaran angsuran, pihak BMT Madani akan 
memberikan denda kepada nasabah. Denda yang diberikan kepada nasabah 
jika telat membayar angsuran yaitu sebesar Rp. 3.000-10.000 perharinya. 
Jika nasabah telat selama beberapa hari maka denda yang dberikan juga 
semakin bertambah.10  
 
4. Perjanjian Tentang Barang Jaminan yang Digunakan dalam Akad 
Mura>bah}ah  
Barang jaminan dalam akad mura>bah}ah tidak termasuk ke dalam 
rukun dan syarat dari mura>bah}ah, namun status barang jaminan dalam 
akad mura>bah}ah hanya sekedar pengikat yang sangat penting dan harus 
disertakan. BMT Madani mewajibkan kepada semua nasabah yang 
melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad mura>bah}ah harus 
menyertakan barang jaminan. Karena barang jaminan tersebut sangat 
penting untuk pihak BMT Madani yaitu salah satunya untuk menghindari 
resiko, selain alasan tersebut barang jaminan juga dipergunakan agar 
 
10 Ir. M. Yunus. MP, Direktur,Wawancara, Sidoarjo, 05Desember 2019. 



































nasabah lebih bertanggung jawab dan hati-hati dalam tanggungan 
membayar angsuran.11 
Barang yang dijadikan jaminan dalam akad mura>bah}ah harus ada 
persetujuan antara BMT Madani dengan nasabah. Barang yang bisa 
dijadikan sebagai jaminan adalah harus memiliki nilai ekonomis yang 
tinggi, harus legal, harus atas nama sendiri. Barang tersebut bisa berupa 
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK), Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna 
Bangunan (SHGB), Akta IJB Notaris/Petok D.12 
Untuk barang jaminan nasabah yang berupa Sertifikat Hak Milik 
(SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Akta IJB Notaris/Petok 
D, BMT Madani melakukan pengecekan keaslian sertifikat tersebut ke 
notaris. Pengecekan dilakukan guna untuk mengantisipasi terjadinya 
sertifikat palsu yang dijadikan sebagai barang jaminan. Sedangkan untuk 
barang jaminan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dan 
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), BMT Madani hanya menerima 
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK) dengan plat nomor sepeda motor atau mobil wilayah 
Surabaya (L) dan Sidoarjo (W) saja. BMT Madani tidak menerima selain 
 
11 Ir. M. Yunus. MP, Direktur, Wawancara, Sidoarjo, 05 Desember 2019. 
12 Hermami Nur Khayati, Kepala Operasional, Wawancara, Sidoarjo, 06 Desember 2019. 



































wilayah tersebut karena untuk menghindari resiko terhadap jarak yang 
terlalu jauh dari kantor BMT Madani.13  
Penggunaan buku pemakaian stand sebagai objek jaminan di 
BMT Madani perlu adanya persetujuan dan survei dari pihak BMT Madani 
ke stand nasabah untuk mengetahui kebenaran dan kesesuain antara 
penjelasan di buku dan kenyataannnya. Pihak BMT Madani tidak 
mempermasalahkan tentang status barang yang dijadikan jaminan selagi 
jaminan itu sudah jelas dan nasabah berani mempertanggungjawabkan jika 
terjadi masalah.14 
 
5. Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah dengan Barang Jaminan di BMT Madani 
Barang jaminan yang dimaksud disini yaitu barang jaminan yang 
berupa buku pemakaian stand pasar. Karena lokasi BMT Madani yang 
berdekatan dengan pasar Sepanjang maka banyak diantara pedagang pasar 
yang menjadi anggota nasabahnya. Para pedagang ini banyak yang 
melakukan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah ke BMT Madani dengan 
tujuan untuk memenuhi stok barang dagangan mereka yang sudah 
menipis, yaitu seperti membeli sembako, baju, gerabah, dan lain-lain 
untuk dijual kembali. Jumlah dana yang diberikan BMT Madani ke 
 
13 Ibid., Wawancara, Sidaorjo, 06 Desember 2019. 
14 Abdul Aziz, Nasabah/Pedagang Pasar Sepanjang, Wawancara, Sidaorjo, 15 Januari 2020. 



































nasabah untuk pembelian barang tersebut berkisar Rp. 10.000.000. Dalam 
praktik ini BMT Madani dan nasabah menggunakan akad mura>bah{ah bil 
wakalah, penggunaan akad tersebut dilakukan karena nasabah ingin 
membeli secara sendiri terhadap barang yang mereka butuhkan.15  
Tak hanya berupa stok barang saja yang mereka butuhkan, 
bahkan ada yang melakukan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah untuk 
membeli mesin penggiling tepung dan daging guna untuk meningkatkan 
hasil produksi mereka. Untuk pembelian mesin tepung dan daging, pihak 
BMT Madani melakukan pembelian bersama dengan nasabah, sehingga 
akad yang digunakan yaitu mura>bah{ah murni. Pemberian dana dalam hal 
ini yaitu berkisar Rp15.000.000, dana ini lebih besar karena harga mesin 
penggiling yang mahal.16 Umumnya para pedagang pasar Sepanjang 
melakukan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah di BMT Madani yaitu pada 
waktu menjelang bulan puasa, karena di waktu bulan puasa itu lah banyak 
para pembeli yang membludak untuk memenuhi kebutuhan mereka guna 
menyambut hari raya Idul Fitri.17  
Dalam praktik pembiayaan mura>bah{ah ini, nasabah 
menngunakan barang jaminan berupa buku pemakaian stand pasar 
Sepanjang. Buku pemakaian stand pasar dirasa sangat cocok bagi nasabah 
 
15 Nur Khotimah, Nasabah/Pedagang Pasar, Wawancara, Sidoarjo 15 Januari 2020  
16 Nur Fadilah, Nasabah/Pedagang Pasar, Wawancara,Sidoarjo 15 Januari 2020 
17 Dika fatmawati, Staff Marketing, Wawancara, Sidaorjo, 05 Desember 2019. 



































untuk digunakan sebagai jaminan karena mereka beranggapan bahwa mata 
pencaharian mereka dengan berjualan di pasar Sepanjang, sehingga 
mereka dapat dengan leluasa menggunakan buku pemakaian stand pasar 
sebagai jaminan di BMT Madani. Selain itu BMT Madani juga 
memperbolehkan buku pemakaian stand pasar sebagai objek dari 
jaminan.18  
Cara memperoleh buku pemakaian stand pasar yaitu pedagang 
melakukan perjanjian pemakaian stand pasar dengan dinas Pasar 
Sepanjang. Selanjutnya dinas pasar Sepanjang akan memberikan hak 
pakai stand pasar kepada pedagang, dan kemudian dinas pasar Sepanjang 
akan mecetakkan buku pemakaian stand pasar. Di dalam buku buku 
pemakaian stand pasar dijelaskan tentang profil penyewa dan luas 
bangungan yang dipakainya.  Untuk jangka waktu pemakaiannya yaitu 
selama 3 tahun, apabila masa pemakaian sudah habis maka dapat 
diperpanjang atau dilakukan pengalihan kepada orang lain. Perpanjangan 
dan pengalihan pemakaian hanya dilakukan oleh dinas pasar Sepanjang19 
Harga hak pakai stand pasar Sepanjang bermacam-macam yaitu 
tergantung dari ukuran luas stand pasar, Untuk luas stand pasar dengan 
ukuran 1mX1,8m harga hak pakainya mulai dari Rp. 1.500.000 pertahun. 
 
18 Halimah, Nasabah/Pedagang Pasar, Wawancara, Sidaorjo, 15 Januari 2020 
19 Kholipah Nasabah/Pedagang Pasar, Wawancara, Sidaorjo, 15 Januari 2020. 



































Sedangkan untuk ukuran yang lebih besar harga hak pakainya mulai dari 
Rp 5.000.000 pertahun. Masa berlaku pemakaian stand pasar yaitu selama 
3 tahun, jika ingin tetap memakai stand tesebut maka pedagang harus 
memperpanjang masa berlaku. Dalam 3 tahun tersebut pedagang 
diwajibkan membayar uang retrebusi sebesar Rp 400.000.20 
Untuk barang jaminan yang berupa buku pemakaian stand pasar, 
BMT Madani hanya melayani para pedagang area pasar sepanjang saja. 
Hal ini dilakukan karena BMT Madani dapat dengan mudah menjangkau 
lokasi pasar. Selain itu, juga untuk mengantisipasi terjadinya resiko 
kecurangan terhadap buku pemakaian stand pasar. Sedangkan jumlah 
nasabah yang menggunakan buku pemakaian stand pasar sebagai jaminan 
di BMT Madani hanya sebesar 5% dari seluruh total nasabah 21 
Alasan BMT Madani mensetujui pembiayaan mura>bah{ah dengan 
barang jaminan berupa buku pemakaian stand yaitu karena BMT Madani 
sudah melakukan analisa kesehatan dan keuangan dari nasabah. Analisa 
kesehatan dilakukan kepada nasabah karena apabila nasabah mempunyai 
riwayat penyakit yang kronis atau dianggap tidak sehat, maka hal itu 
dianggap bisa menggangu pembayaran angsuran. Selanjutnya, analisa 
keuangan dilakukan untuk mengetahui penghasilan atau kondisi keuangan 
 
20 Riana, Nasabah/Peadagang Pasar, Wawancara, Sidoarjo, 16 Januari 2020. 
21 Hermami Nur Khayati, Kepala Operasional, Wawancara, Sidaorjo, 06 Desember 2019. 



































dari nasabah. Karena kondisi keuangan dari nasabah dinilai cukup dan 
sanggup untuk membayar angsuran, maka BMT Madani menyetujui untuk 
pemberian dana kepada nasabah.22  
BMT Madani membatasi jumlah besarnya pembiayaan terhadap 
nasabah yang menggunakan barang jaminan berupa buku pemakaian stand 
pasar yang hanya sebesar Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000. 
Sedangkan barang jaminan yang berupa sertifikat bisa mencapai Rp. 
70.000.000 sampai dengan 200.000.000. Hal ini berbeda karena buku 
pemakaian stand pasar tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk 
dijadikan sebagai jaminan, selain itu buku pemakaian stand pasar tersebut 
hanya memiliki nilai ekonomis rendah.23 
 
6. Resiko Pembiayaan Mura>bah}ah dengan Barang Jaminan di BMT Madani 
Bidang muamalah cenderung lebih memiliki resiko yang lebih 
tinggi daripada bidang lainnya. Apalagi di era yang serba canggih ini 
banyak orang melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya tanpa melihat resiko yang akan ditimbulkan dari 
perbuatannya. Sehingga banyak orang sulit percaya kepada orang lain jika 
hal itu terjadi. Dalam hal ini seperti pembiayaan mura>bah}ah yang jika 
 
22 Ibid., Wawancara, 05 Desember 2019. 
23 Tasya, Staff Marketing, Wawancara, Sidaorjo, 13 Desember 2019.  



































pembayaran angsurannya lancar dan tidak ada gangguan maka transaksi 
ini tidak akan menimbulkan resiko. Namun jika salah satu ada yang 
melakukan wanprestasi maka reskio yang ditimbulkan bisa berakibat 
fatal.  
Praktik pembiayaan mura>bah}ah di BMT Madani memiliki resiko 
yang bermacam-macam, hal ini disebabkan karena karakter dari para 
nasabah yang melakukan pembiayaan mura>bah}ah berbeda-beda dan 
tingkat sosialnya yang beragam. Resiko dalam pembiayan mura>bah}ah di 
BMT Madani yaitu nasabah kabur sebelum melunasi pembayaran 
angsurannya, dan adanya ketidakseimbangan antara harga pakai stand 
dengan dana  yang dicairkan oleh BMT Madani, sehingga hal terebut 
dapat menimbulkan kerugian dari BMT Madani.  
 Untuk menghindari kerugian dari reskio ini maka BMT Madani 
melakukan penjualan atau dipindahtangankan ke orang lain dengan harga 
yang lebih tinggi dari jumlah pembiayan mura>bah}ah yang diterima oleh 
nasabah. Selain itu resiko yang ditimbulkan dari barang jaminan yang 
menggunakan buku pemakaian stand pasar yaitu sewaktu-waktu stand 
pasar tersebut bisa dipindah oleh dinas pasar Sepanjang ke tempat lain, 
sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan keterangan letak 
stand yang ada di buku pemakaian stand pasar dengan kenyataan yang 



































terjadi.24 Dalam praktik pembiayaan mura>bah{ah ini, buku pemakaian 
stand pasar yang dijadikan jaminan oleh nasabah masa berlakunya  yaitu 
sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai 17 Agustus 2020, itu artinya buku 
pemakaian stand nasabah masih belum jatuh tempoh. Sehingga tidak 
menimbulkan resiko yang akan merugikan bagi BMT Madani.  
 
24 Hermami Nur khayati, Kepala Operasional,  Wawncara, Sidaorjo, 06 Desember 2019.  




































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 
TERHADAP BARANG JAMINAN DI BMT MADANI SEPANJANG 
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO 
A. Anlisis Terhadap Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah dengan Barang Jaminan di 
BMT Madani  
Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan 
hidup manusia ialah seperti jual beli, sewa menyewa, tansaksi pembiayaan. 
Bai’ al- mura>bah}ah adalah prinsip bai’ (jual beli) dimana harga jualnya terdiri 
dari harga pokok barang ditambah dengan nilai keuntungan yang disepakati. 
Pada mura>bah}ah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara 
pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.1 Bai’ al-
mura>bah}ah pada umumnya tidak boleh merugikan pihak manapun, harus 
mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad. Sehingga 
transaksi yang terjadi adalah saling rela antara keuda belah pihak yang 
berakad.  
Misalnya praktik pembiayaan mura>bah}ah yang terjadi di BMT 
Madani, dimana dalam praktiknya barang yang dijadikan sebagai jaminan 
merupakan barang orang lain atau bukan milik sah dari nasabah. Jadi dalam 
 
1 Sunarto zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39 



































transaksi sebelumnya terdapat perjanjian pemakaian stand antara nasabah 
dengan dinas pasar Sepanjang, yang mana dinas pasar Sepanjang memberikan 
hak pakai stand pasar kepada nasabah. Lalu nasabah memanfaatkan buku 
pemakaian stand untuk dijadikan sebagai barang jaminan ke BMT Madani. 
Dengan maksud untuk mendapatkan dana pembiayaan dari BMT Madani. Hal 
ini terjadi tanpa sepengetahuan dinas pasar. Kemudian BMT Madani 
memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah pengajuan pembiayaan 
mura>bah}ah kepada nasabah dan nasabah menyerahkan barang jaminan yang 
berupa buku pemakaian stand pasar kepada BMT Madani.  
Setelah adanya transaksi penyerahan antara nasabah dengan BMT 
Madani tersebut, tidak dijelaskan mengenai status barang jaminan yang 
dijadikan jaminan oleh nasabah. Buku pemakaian stand pasar yang dijadikan 
jaminan hanya bisa diambil pada waktu nasabah sudah melakukan pelunasan 
angsuran dan yang boleh mengambil buku pemakaian stand pasar di BMT 
Madani yaitu nasabah sendiri tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, meskipun 
baranng tersebut berstatus barang sewaan.  
Pedagang pasar Sepanjang yang sebagai anggota nasabah BMT 
Madani sering melangsungkan praktik pembiayaan mura>bah}ah dengan barang 
jaminan buku pemakaian stand pasar disebabkan untuk menunjang dalam 
melakukan pekerjaannya sehari-hari. Melihat mayoritas nasabah yang 
berprofesi sebagai pedagang di pasar Sepanjang, sehingga mereka 



































menggunakan buku pemakaian stand pasar untuk dijadikan sebagai barang 
jaminan di BMT Madani. Alasan nasabah melakukan pembiayaan mura>bah}ah 
dengan meggunakan buku pemakaian stand pasar sebagai barang jaminan yaitu 
untuk memenuhi kebutuhan stok barang dagangan nasabah seperti baju, 
sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, gerabah, dll.  
Kebijakan disyariatkannya pembiayaan mura>bah}ah cukup besar 
karena bermanfaat bagi masyarakat, bisa saling membantu manusia satu 
dengan lainnya. Dalam akad mura>bah}ah tidak diwajibakan untuk menyertakan 
barang jaminan, karena barang jaminan tidak termasuk dalam rukun dan syarat 
dari mura>bah}ah. Melainkan barang jaminan tersebut digepergunakan agar 
nasabah lebih bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran. Akan tetapi di 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/2000 tentang 
Mura>bah}ah, bahwa Bank boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan 
yang dapat dipegang oleh Bank, jaminan di dalam akad mura>bah}ah 
diperbolekan supaya nasabah serius dalam pesanannya. Dengan berdasarkan 
fatwa di atas maka BMT Madani sudah sesuai dengan syariat Islam tentang 
penyertaan jaminan oleh nasabah yang ada di dalam akad mura>bah}ah guna 
mengantisipasi resiko yang terjadi. 
Dengan adanya penjelasan di atas menunjukkan bahwa praktik 
muamalah tidak hanya berupa jual beli mura>bah}ah yang mempunyai peranan 
penting dalam kehidupan sosial sejak zaman dahulu sampai saat ini. Jika 



































mura>bah}ah ini tidak dibanarkan oleh syariat Islam, mungkin tidak dapat 
dibayangkan msayarakat akan mengalami halangan dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh sebab itu, jual beli mura>bah}ah diperbolehkan dengan ketentuan 
syara’ yang sudah jelas. Setiap manusia memiliki hak untuk melakukan akad 
mura>bah}ah berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur oleh Islam.  
 
B. Analisis Rahn Terhadap Barang Jaminan di BMT Madani  
Dalam bab ini akan membahas tentang analisis fiqh Islam tentang 
barang jaminan yang berupa buku pemakaian stand pasar Sepanjang di BMT 
Madani, dimana transaksi dengan menggunakan barang jaminan ini sudah 
terjadi sejak awal berdirinya BMT Madani. Namun penggunaan barang 
jaminan buku pemakaian stand pasar cenderung lebih sedikit jika 
dibandingkan dengan penggunaan barang jaminan yang berupa Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 
Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Akta 
IJB Notaris/Petok D. 
Berdasarkan rukun dan syarat dari rahn  : 
1. Pelaku akad yaitu ra>hin (orang yang menyerahkan barang) dan murtahin 
(orang yang menerima barang) 
Yang sebagai ra>hin dalam praktik pembiayaan mura>bah}ah dengan 
menggunakan barang jaminan buku pemakaian stand pasar di BMT 



































Madani adalah nasabah, sedangkan yang sebagai murtahin adalah pihak 
BMT Madani. Dalam hal ini pihak BMT Madani dan nasabah sudah 
memenuhi rukun dan syarat dari pelaku akad rahn yaitu sudah cakap 
hukum atau baligh dan berakal. Diantara ra>hin dan murtahin tidak terdapat 
unsur keterpaksaan, mereka melakukan transaksi ini dengan prinsip suka 
sama suka dan saling rela. 
2. Ijab qabul (s{iga>t) 
Pada praktik pembiayaan mura>bah}ah dengan menggunakan 
barang jaminan berupa buku pemakaian stand pasar di BMT Madani, kedua 
belah pihak yaitu antara pihak BMT Madani dan nasabah saling setuju dan 
tidak ada unsur keterpaksaan untuk memakai buku pemakaian stand pasar 
sebagai barang jaminan. Ijab qabul dilakukan antara BMT Madani dan 
nasabah dengan disaksikan oleh para pegawai BMT Madani, ijab qabul 
diucapkan secara lisan dan dalam satu majelis, sehingga pengucapan ijab 
qabul dapat didengar langsung oleh nasabah dan para pegawai secara jelas 
3. Marhu>n (barang yang dijadikan agunan) 
Dalam praktik pembiayaan mura>bah}ah dengan menggunakan 
barang jaminan yang berupa buku pemakaian stand pasar di BMT Madani, 
barang yang dijadikan sebagai jaminan memiliki nilai ekonomis yang yang 
tidak seimbang dengan pembiayaan atau utang yang diajukan. Barang 
jaminan yang dijadikan jaminan dalam transaksi mura>bah}ah ini juga bukan 



































milik sah dari sang nasabah melainkan milik sah orang lain. Jaminan 
tersebut berupa buku pemakaian stand pasar, yang mana dalam keterangan 
buku pemakaian stand pasar tersebut memang atas nama dari pihak 
nasabah, namun pihak nasabah hanya mempunyai hak pakai stand pasar 
tersebut dari orang lain yang merupakan pemilik sah dari stand pasar yang 
dijadikan jaminan. Nasabah hanya mempunyai hak untuk memakai stand 
pasar dengan jangka waktu dan pembayaran yang telah disepakati sehingga 
buku pemakaian stand pasar tersebut sebagai bukti bahwa nasabah adalah 
seorang yang memakai stand pasar Sepanjang. Sedangkan stand pasar 
tersebut merupakan hak milik dari orang yang memberikan hak pakai. 
Dalam hal ini buku pemakaian stand pasar masih terikat dengan hak orang 
lain atau pemilik sah dari stand pasar. 
4. Marhu>n bih (pembiayaan/utang) 
Dalam praktik mura>bah}ah dengan menggunakan jaminan buku 
pemakaian stand pasar di BMT Madani, dalam hal pemberian dana oleh 
BMT Madani berkisar antara 10.000.0000 sampai dengan 50.000.000 
kepada nasabah. Dalam hal ini pemberian dana antara nasabah dilihat dari 
segi pengajuan pembiayaan/utang dan dari segi barang yang dijadikan 
jaminan. Semakin tinggi nilai ekonomis dari barang yang dijaminkan, 
maka semakin tinggi pula BMT Madani berani memberikan dana kepada 
nasabah. Namun jumlah dana yang diberikan BMT Madani kepada nasabah 



































kurang sebanding dengan jaminan yang nasabah berikan ke BMT Madani. 
Karena jaminan berupa buku stand pasar bernilai rendah dibandingkan 
dengan sertifikat rumah atau surat kendaaran bermotor. 
Dari kesimpulan diatas merupakan rukun dan syarat dari rahn, buku 
pemakaian stand pasar di BMT Madani tidak memenuhi syarat dan rukun dari 
rahn di lihat dari segi marhu>n (barang yang dijadikan agunan). Dalam praktik 
rahn dengan menggunakan buku pemakaian stand pasar di BMT Madani bukan 
milik nasabah, meskipun buku pemakaian stand adalah milik nasabah karena 
buku tersebut merupakan bukti dari pemakaian stand pasar Sepanjang. Yang 
mana dalam hal ini stand pasar tersebut adalah milik dari pemilik stand/dinas 
pasar Sepanjang. Penggunaan buku pemakaian stand pasar sebagai barang 
jaminan tanpa seizin dari pemilik stand. Hal tersebut tentu bertentangan 
dengan syarat dari marhu>n (barang yang dijadikan agunan) dimana seharusnya 
barang yang dijadikan objek jaminan harus milik nasabah sendiri.  
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 Tentang Rahn bahwa pinjaman atau utang dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn 
diperbolehkan, namun di dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan spesifikasi 
barang yang harus dijadikan jaminan. Dalam praktik rahn dengan 
menggunakan buku pemakaian stand pasar di BMT Madani objek yang 



































dijadikan jaminan yaitu sudah sesuai karena objek jaminan tersebut berupa 
barang dan bukan jasa. Namun untuk spesifikasi dari marhu>n (barang yang 
dijadikan jaminan) maka buku pemakaian stand tidak sesuai, karena bukan 
milik sah dari nasabah. 
 
C. Analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Terhadap Barang Jaminan di 
BMT Madani 
Terlepas dari segi hukum Islam, mura>bah}ah dengan jaminan yang 
menggunakan buku pemakaian stand pasar merupakan transaksi yang tidak 
dibenarkan dalam hukum positif tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dalam pasal 4 ayat 1 yang membahas 
tentang objek hak tanggungan menjelaskan bahwa hak atas tanah yang dapat 
dibebani dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut, ada juga hak pakai atas tanah 
negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut 
sifantya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan.  
Pemberian hak tanggungan harus didaftarkan terlebih dahulu oleh 
pemegang hak di Kantor Pertanahan. Selanjutnya dalam pasal 14 dijelaskan 
bahwa, sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan 
menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan per-undang-
undangan yang berlaku. Dalam hal ini maka buku pemakaian stand pasar yang 



































dijadikan sebagai jaminan utang di BMT Madani tidak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mana dalam undang-undang tersebut 
dijelaskan bahwa semua orang yang memiliki bangunan atau tanah wajib 
mendaftarkannya ke Badan Pertanahanan Nasional (BPN) baik itu berupa hak 
milik, hak guna bangungan, hak guna usaha maupun hak pakai.  
Dalam praktiknya, nasabah menggunakan buku pemakaian stand 
pasar yang termasuk dalam hak pakai yang diwajibkan untuk didaftarkan ke 
Badan Pertanahanan Nasional (BPN), namun nasabah dan dinas pasar 
Sepanjang justru tidak mendaftarkannya. Buku pemakaian stand pasar juga 
bertentangan dengan syarat yang dijadikan jaminan di BMT Madani, dalam 
syarat jaminan tidak mencantumkan buku pemakaian stand pasar sebagai 
syarat jaminan melainkan yang diperbolehkan yaitu yang berupa sertifikat. 
Dalam hal ini BMT Madani juga melanggar persyaratan yang telah ia buat 
dengan menerima buku pemakaian stand pasar sebagai jaminan 
pembiayaan/utang.  
 


































BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Praktik pembiayaan di BMT Madani adalah pembiayaan dengan 
menggunakan akad mura>bah{ah dengan barang jaminan berupa buku 
pemakaian stand pasar. Dalam transaksi sebelumnya terdapat perjanjian 
pemakaian stand pasar antara nasabah dengan dinas pasar Sepanjang. Lalu 
nasabah memanfaatkan buku pemakaian stand pasar untuk dijadikan 
sebagai barang jaminan ke BMT Madani. Hal ini terjadi tanpa 
sepengetahuan dinas pasar Sepanjang.  
2. Berdasarkan hukum Islam, praktik pembiayaan mura>bah{ah di BMT 
Madani dengan menggunakan jaminan berupa buku pemakaian stand pasar 
sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad mura>bah}ah. Selain itu 
berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/2000 
tentang Mura>bah}ah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 Tentang Rahn, pada praktik pembiayaan mura>bah{ah dengan 
menggunakan jaminan berupa buku pemakaian stand pasar di BMT 
Madani sudah sesuai. Namun barang yang digunakan dalam pembiayaan 
mura>bah}ah tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad rahn Sehingga 
pembiayaan mura>bah}ah tersebut 


































tidak sah karena dalam objeknya yaitu stand pasar adalah milik orang lain. 
Untuk jumlah dana yang diberikan BMT Madani kepada nasabah kurang 
sebanding dengan jaminan yang nasabah berikan ke BMT Madani. 
Kemudian dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan. Dalam hal ini maka buku pemakaian stand pasar yang 
dijadikan sebagai jaminan utang di BMT Madani bertentangan dengan 
undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan yang menjelaskan bahwa semua orang yang memiliki 
bangunan atau tanah wajib mendaftarkannya ke Badan Pertanahanan 
Nasional (BPN) baik itu berupa hak milik, hak guna bangungan, hak guna 
usaha maupun hak pakai. 
B. Saran 
1. Bagi BMT Madani, dalam menerima barang jaminan sebaiknya tidak 
bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Apabila barang 
jaminan yang berupa buku pemakaian stand pasar dari nasabah sebaiknya 
tidak diterima. Dan BMT Madani harus bisa mempertahankan prosedur 
pembiayaan dari produknya.  
2. Bagi nasabah, sebaiknya tidak menggunakan surat buku pemakaian stand 
pasar sebagai jaminan di BMT Madani. Karena untuk menghindari hal 
yang tidak diinginkan apabila nasabah telat dalam pembayaran angsuran.
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